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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan 
Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto. Dalam perkembangannya, 
kerajinan tenun tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat sekaligus menambah 
pendapatan asli daerah. Namun dalam realisasi, industry kerajinan tenun Silungkang justru 
belum sepenuhnya menjawab persoalan yang social ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. 
Perempuan belum mendapatkan kesempatan yang luas dalam pengelolaan tenun tersebut. Hal itu 
disebabkan karena produksi tenun Silungkang yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota 
Sawahlunto pada awalnya menggunakan Alat Tenun Mesin (relative difungsikan oleh laki-laki), 
dan lain sebagainya, sehingga penting untuk melahirkan kebijakan yang berbasis gender. Teori 
yang digunakan dalarn penelitian ini adalah teori gender, kebijakan. Gender secara umum 
digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku 
yang dapat diamati. Selanjutnya analisa masalah dengan analisa deskriptif kualitatif. 
Dari penelitian ini diketahui bahwa pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan tenun 
Silungkang di Kota Sawahlunto belum teregulasi dengan baik namun dalam implementasi 
pengelolaan kerajinan tenun Silungkang oleh masyarakat Silungkang telah sejak lama 
menjadikan pengelolaan tenun sebagai tanggungjawab semua masyarakat termasuk keterlibatan 
perempuan dan laki-laki mulai dari proses produksi sampai dengan pemasaran kerajinan tenun 
tersebut. Pelaksanaan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 juga belum sepenuhnya diakomodasi 
dengan baik oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sehingga belum ditemukan Peraturan daerah atau 
regulasi lain yang terkait dengan gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pengarusutamaan gender yang dimaknai sebagai upaya untuk membuat program 

pembangunan lebih peka dan responsif gender memberikan peranan penting dalam 

mengakomodasi kepentingan dan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, 

sebab setiap kebijakan yang dilahirkan juga bersinggungan dengan kepentingan kaum 

perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum. Keterlibatan perempuan dalam 

pembangunan dan pemerintahan sebenarnya dapat dilihat melalui lembaga-lembaga 

pemerintah atau lembaga non pemerintah atau bahkan melalui lembaga-lembaga mandiri 

yang bergerak di berbagai sektor kehidupan (politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain 

sebagainya). Pelaksanaan pembangunan berbasis gender sebenarnya telah dilakukan oleh 

pemerintah sejak lama, akan tetapi di dalam implementasinya dominasi patriarki tidak 

dapat dielakkan, contohnya adalah dalam analisa kepangkatan sistem birokrasi di 

Indonesia mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk Bum,  

jabatan-jabatan strategis relatif lebih banyak dipegang oleh pria meskipun sebenarnya 

birokrat perempuan juga memiliki kualitas yang mumpuni. Selanjutnya dalam berbagai 

survey dan penelitian yang dilakukan di Indonesia, perbandingan jumlah anggota 

legislatif laki-laki dan anggota legislatif perempuan sangat jauh berbeda, jika 

dipersentasekan rata-rata ju~nlah anggota iegislatif perempuan di Indonesia di bawah lima 

belas persen ( 1  5%). 

Hal tersebut semakin menjelaskan proporsionalitas dalam pengambilan kebijakan 

atau implementasi kebijakan berbasis gender dinilai belum signifikan sebab ketenvakilan 

perempuan di lembaga legislatif atau birokrasi belum proporsional sehingga bkibat yilng 
1 



ditimbulkan kebijakan-kebijakan yang dllahirkan relatif bias gender. Sejak digulirkannya 

otonomi daerah kontribusi perempuan seyogyanya dapat diakomodasi dengan baik 

terutama dalam pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan dalam pembangunan 

di daerah. Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah %sat untuk 

mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan aturan dan 

kewenangan yang berlaku (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah), semestinya memberikan ruang gerak yang luas bagi masyarakat 

untuk menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan potensi yang ada 

guna menunjang tenvujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu 

pengarusutamaan gender dalam kebijakan yang dilahirkan oleh DPRD bersama 

pemerintah daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian penting di setiap daerah di 

Indonesia termasuk Sumatera Barat adalah sektor ekonomi kerakyatan terutarna yang 

bergerak di industri rumah tangga seperti kerajinan tenun dan keterampilan tradisional 

lainnya. Kerajinan tenun memiliki prospek cerah dalam dunia industry baik industry 

local maupun secara global, kerajinan tenun mcrupakan salah satu identitas daerah atau 

suku bangsa atau dalam skala yang lebih besar adalah potensi budaya yang dapat 

dipromosikan secara internasional apalagi dalarn era perdagangan bebas saat ini. Sebagai 

salah satu kekayaan bangsa, potensi tersebut harus dijaga kelestariannya dan kualitasnya 

harus ditingkatkan sehingga secara ekonomi kerajinan tersebut jugs memiliki daya saing 

tinggi. Selanjutnya perlu regulasi yang jelas dan tegas agar kekayaan bangsa tersebut 

tidak dicurangi oleh pihak lain sebagaimana kasus-kasus klaim atau hak paten yang 

dilakukan oleh Seberapa pihak terhadap potensi dan kekayaan bangsa Indonesia misalnya 

makanan, kerajinan, tari tradisional dan lain sebagainya. 



S.rlanjutnya kerajinan tenun khususnya di Sumatera Barat sangat akrab dengan dunia 

perempuan, misalnya tenun Silungkang, tenun Pandai Sikek, dan lain-lain. Hal tersebut 

sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun, meskipun tidak 

dipungkiri saat ini kebiasaan atau budaya bertenun di kalangan perempuan Sumatera 

Barat (khususnya suku Minangkabau) suciah mulai memudar, sedikit demi sedikit adat 

istiadat tergerus oleh berbagai faktor misalnya globalisasi, pesatnya perkembangan 

informasi dan teknologi yang memberik'm pilihan atau alternntif lain bagi perempuan 

Minangkabau dalam beraktivitas, sehingga kerajinan tenun semakin tertinggal dan relatif 

tidak akrab lagi bagi sebagian besar perempuan Minangkabau. Saat ini secara umum 

kerajinan tenun termasuk tenun Silungkang di Sawahlunto masih dilakukan namun 

terkadang belum terkelola dengan baik dengan manajemen pemasaran yang sjstematis 

sehingga industri rumah tangga tersebut relatif belum berkembang. Tenun Sillungkang 

dinilai sebagai salah satu industri rumah tangga yang memiliki perkembangan pesat di 

masa mendatang. 



BAB 11 

PERUMUSAN MASALAH 

Kerajinan tenun Silungkang, Sawahlunto merupakan kerajinan tenun khas Nagari 

Silungkang yang sudah ada sejak lama. Kerajinan tenun Silungkang sebenamya sudah 

dikenal luas bahkan sampai ke luar negeri namun pengelolaannya belum terlalu baik. 

Dari segi jumlah pengrajin tenun di Silungkang yang ada sekarang adalah sekitar 310 

orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan dan jika ada yang mampu mengekspor ke 

luar negeri, ha1 itu dilakukan secara individual, belum terlembaga dan dalam jumlah yang 

relatif kecil (individual tersebut terdiri dari pengusaha-pengusaha tenun di Silungkang 

yang belum terdata dengan baik) . Sementara potensi tenun Silungkang cukup besar. Oleh 

karena itu sangat diharapkan peranan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam 

pengelolaan tenun Silungkang secara baik. 

Kemampuan pengusaha lokal dalam mengelola usaha perekonomian terutama dalam 

industri kerajinan tenun Silungkang mendapatkm perhatian dari pemerintah melalui 

pemerintah di kota Sawahlunto. Beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti 

pemberian pelatihan mengenai tenun songket melalui dinas koperasi dan perdagangan 

kota Sawahlunto pada tanggal 14 s/d 21 Juni 201 1 (Reza, 201 1). Dukungan lain dengan 

pemberian bantuan usaha dari pemerintah kepada para pengusaha tenun di silungkang. 

Bantuan dana usaha yang diberikan untuk daerah Silungkang cukup besar dibandingkan 3 

kecarnatan lain di Kota Sawahlunto seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: 



Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang, Nagari Si lungkac~,  

Kota Sawahlunto. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat 

pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang di 

Nagari Silungkang Kota Sawahlunto? 



BAB 111 

TUJUAN, LUARAN DAN KONTRIBUSI 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan pengarusutamaan 

gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota 

Sawahlunto. Selanjutnya apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka luararl yang 

diharapkan dari penelitian adalah hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah 

atau dalam bentuk proceeding dan atau menjadi salah satu referensi dalam kajian kebijakan 

gender dan khususnya juga dapat memberikan masukan dalam upaya mengimplementasikan 

pengarusutamaan gender dalam kebijakan pengelolaan kerajinan tenun Silungkang di Kota 

Sawahlunto. Selain itu menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan bagi pihak yang berkepentingan 

dan pegiat gender, lebih Jauh sebagai upaya untuk pengembangan ilmu pengetahrlan di bidang 

kajian gender khususnya yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan. 



BAB IV 

TINJAUAN PUSTAKA 

4.1 Gender 

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dari segi social budayal. Gender menjadi istilah simpill untuk menyebut 

kefemininan (bersifat keperempuanan) dan kemaskulinan (bersifat kelelakian) yang 

dibentuk secara sosial, yang berbeda-beda dari satu kurun waktu ke kurun waktl~ lainnya, 

dan juga berbeda-beda menurut tempatnya. Berbeda dengan seks, perilaku gender adalah 

perilaku yang tercipta melalui proses pembelajaran, bukan sesuatu yang berasal dari dalam 

diri sendiri secara alamiah atau takdir yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia 

(Macdonald,dkk, 1999) 

Indikator Gender: 

Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah menghilang atau berkurang; dan/atau 

Memperlihatkan apakah telah tejadi perubahan perilaku dan nilai pada para perencana 

kebijakanlprogramlkegiatan, di internal lembaga; dan/atau 

Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, clan/atau 

di masyarakat. 

4.2 Pengarusutamaan Gender 

Pengarusutamaan gender tidak hanya berarti mengintegrasikan permasalahan gender 

sebagai aspek pembangunan, tetapi juga upaya untuk membuat program pernbangunan 

lebih peka dan responsif gender. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mendefinisikan 

pengarusutamaan gender sebagai : 

1 Gender and Politics. Pusat Studi Wanita Univ Gadjah Mada. 2009. Yogyakarta: Tiara Wanita hlm 165 



Proses penilaian terhadap dampak suatu kegiatan pernbangunun terr~lasuk dampak dari 

suatu pembuatan peraturan, kebijakan dun program bagi laki-laki dan perempuan di 

semzla tingkatan. Pengarustitan~aan gender udulah strategi agar kehzrtuhan perempuan 

dun luki-luki dapirt diintegrasikun dalam perencunaan, implementcrsi, monitoring dun 

evaluasi dari program yang dibuat sehinggu perempuan dun laki-laki dapat rnemperoleh 

manfaat yang sama. 

Sesuai dengan definisi pengarusutamaan gender di atas sehanlsnya penentuan 

kebijakan di era otonomi daerah juga memperhatikan isu gender sehingga dalam 

melahirkan sebuah kebijakan yang tidak bias gender atau terjadi kesenjangan gender. Salah 

satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui instruksi presiden Nomor 9 Tahun 

2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, bahwa semua 

departemen termasuk birokrasi daerah llarus menerapkan pengarusutamaan gender. 

Dalam realisasinya dilakukan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Badan Pemberdayaan Perempuan di tingkat daerah. Akan tetapi adanya lembaga yang akan 

mewadahi upaya pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender belum menjamin akan 

terwujudnya kesetaraan gender dalam penentuan kebijakan. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

tindakan yang mencerminkan pengarusutamaan gender dan peranan perempuan terutama 

penentuan kebijakan dalam otonomi daerah. 

Adapun langkah yang dijadikan acuan dalam menerapkan pengarusutamaan gender 

dan peran perempuan dalam penentuan kebijakan dalam otonorni daerah adalah2: 

Ani Widyani Sucipto. Politik Perempuan Bukan Gerhana Penerbit Buku Kompas.2005, hlm 294-296 



1. Perencanaan, Pembuatan dan Pelaksanaan 

Dalam tahapan perencanaan diperlukan data statistik yang terpilih menurut jenis 

kelarnin. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan 

menganalisa mengapa kesenjangan tersebut terjadi. Kebijakan kemudian dapat 

diformulasikan ulang agar menjadi lebih peka pada kebutuhan perempuan. Tahapan 

selanjutnya diikuti dengan rencana kerja untuk mempersempit kesenjangan gender 

antara laki-laki dan perempuan. Data menjadi input utama terhadap analisis gender 

pada tahapan pembuatan kebijakan. 

2. Penerapan 

Penerapan program dan kebijakan yang responsive gender dapat bervariasi sesuai 

dengan kondisi setempat. Untuk memastikan bahwa penerapannya akan sesuai 

dengan kebutuhan perempuan sebagaimana laki-laki keduanya hams diiibatkan dalam 

manajemen kegiatannya dan hams ada koordinasi antara stakeholders di semua 

tingkatan 

3. Partisipasi 

- Siapa yang menjadi target, apakah perenipuan atau laki-laki dan perempuan 

- Siapa yang menjadi partisipannya, tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan 

harus disusun berdasarkan catatan administrative sebagai komponen penting 

dalam memahami respon laki-laki dan perempuan dalam kebijakan tersebut 

- Siapa yang akan memperoleh manfaatnya?studi di lapangan mendalam harus 

dilakukan untuk menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan 

tersebut. 



4. Manajemen 

Jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam perencanaan proyek, 

pengorganisasian dan pengawasan adalah indicator partisipasi perempuan dalam 

manajemennya. Melak~rkan advokasi efektif kepada agen-agen pengarusutamaan 

gender di semua tingkatan nasional sampai ke kabupatenl kota untuk menjamin 

proses pengarsutamaan gender dan kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan 

kegiatannya akan meningkatkan program responsive gender 

5.  Pengawasan dan Evaluasi 

- Pihak yang memberikan evaluasi harus membuat analisa kualitatif mengenai 

kebijakan atau program rsponsif gender 

- Pada tingkatan program atau kebijakan, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan 

dengan menyusun indicator output-yaitu data mengenai bagaimana laki-laki dan 

perempuan berpartisipasi dalam program atau kebijakan 

- Ada kebutuhan indicator pengaruh yang dibedakan berdasarkan jenis kelmin, 

untuk menentukan apakah pengarusutamaan gender telah efektif mempersempit 

atau meminimalisasi kesenjangan gender. 

4.3 Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

I 
I Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah 

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 diawali dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Selanjutnya 

Permendagri Nomor 15 Tahun 2308 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, di mtarannya terdiri dari: 



Bappeda mengkoordinasi penyusunan RPJMD. Renstra SKPD, dan Rencana Kerja 

SKPD berspektif Gender. 

Badan, Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai 

koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah. 

4 Analisis Gender terhadap rencana ke rja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD 

bersangkutan. 

4.4 Kebijakan 

Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (Public policy) adalah "Pola 

ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, 

termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor 

pemerintah" (N. Dunn, 2000:132). Kebijakan publik merupakan semacam jawaban 

terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah 

suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya 

kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa 

pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, 

konsekuensi, dan kineja  kebijakan dan program publik (Kencana, 1999:106). Dengan 

demikian suatu kebijakan publik harus neliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan 

semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 

Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai 

dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun 

yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari 

kebijakan. 



Selanjutnya manakala dilakukan analisa kebijakan pemerintah menurut Ealau dan 

Pewitt (dalam Edi Suharto, 2008:7) dapat menggunakan pendekatan teori sebagai berikut : 

1) Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana 

struktur dan Iembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. Lain halnya dengan 

teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang 

tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah 

dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah, demikian 

pandangan teori elit. Sedang teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian 

tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap. 

2) Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa 

lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan 

kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara 

bertahap. 

3) Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi- 

situasi yang saling bersaing. Sistem politik turul mev~arnai kebijakan pemerintah, 

demikian pandangan teori sistem. Menurut teori sistem, lingkungan dipandang sebagai 

input dari sistem politik, sedangkan public policy dipandang sebagai output dari sjstem 

politik. 

4) Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan model 

rasional komprehensif dan inkremental. Hubungan kewenangan politik, administrasi 

dan kepentingan umum dapat dianalisa dengan menggunakan kisi-kisi perumusan 

kebijakan. Dengan menggunakan kisi-kisi tersebut dapat diperoleh 5 gays kebijaltan, 

yaitu survival styZe, rasionalist style, reactive svle, prescriptive style, dun proacvtkw7e 
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style. Perumusan usulan kebijakan pemerintah dimulai dari perumusan masalah secara 

tepat. Sering kali para pembuat kebijakan, karena kapasitasnya terbatas tidak mampu 

menemukan masalah-masalah dengan baik. Kesalahan di dalam melihat dan 

mengdentifikasi masalah akan berakibat pada perumusan masalahnya, yang tentu akan 

berakibat panjang pada fase-fase berikutnya. Jumlah masalah yang ada di masyarakat 

begitu banyak d m  tidak ada habis-habisnya. Dari sekian banyak masalah hanya sedikit 

saja yang memperoleh perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan, yang tercermin 

pada agenda pemerintah. Sedangkan langkah selanjutnya adalah memproses usulan- 

usulan kebijakan pemeri ntah (policy proposals). Perumusan usulan kebijakan tersebut 

meliputi kegiatan mengidentifikasikan altematif, mendefinisikannya dan menemukan 

alternati f. 

lmplementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. 

sebab proses implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

perumusan kebijakan. Akan tetapi sering terjadi implementation gap dalam pelaksitnaan 

suatu kebijakan, di rnana implementation gap merupakan kondisi adanya suatu perbedaan 

suatu perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan hasil atau 

kenyataan yang dicapai (Dunsire, 1978). Menurut Alfian dkk (1980) bahwa proses 

implementasi suatii kebijakan dapai di analisa dari 3 (tiga) sudut pandang: (1) Pemrakarsa 

kebijakanlpembuat kebijakan (the center), di mana dari sudut pandang ini, melihat usaha- 

usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat 

untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat di bawahnyd 

deerah atau untuk mengrlbah perilaku m.sparakat/ kelompok sassan. (2) Pejabat-pejabat 

di iapangan (the periphery) yaitu melihat tindakan para pejabat dan instansi-instansi di 
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lapangan untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya. ( 3 )  

Kelompok sasaran (target group) yaitu memusatkan perhatian pada efektivitas dan 

efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah telah mengubah pola hidupnya. Proses 

implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang kompeten 

terhadap suatu program serta tanggung jawabnya pada program, dan men yangkut jaringan 

kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, juga sosial yang mempengaruhi perilaku pihak-pihak 

yang terlibat sehingga berdampak sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan. Kebijakan 

sebagai arah tindakan yang dapat di pahami secara lebih baik bila konsepnya di rinci 

menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut dikemukakan menurut Budi 

Winamo, 2007 antara lain : 

1 . Tu ntunan-tuntunan kebij akan (policy demands) 

Tuntunan-tuntunan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah ditujukan 

kepada pejabat-pejabat pernerintah dalam suatu sistem politik. Tuntunan-tuntunan 

tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengarnbil tindakan-tindakan 

atau tidak rnengambil tindakan mengenai suatil masalah te rtentu. 

2. Keputusan kebijakan @olicy decisions) 

Sebagai keputusan-Iceputusan yang dibuat oleh pejsbat-pejabat pemerintah yang 

mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan 

publik. 

3. Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statenients) 

Pernyataan-pernyataan resmi atau atribusi-atribusi kebijakan publik. 



4. Hasil-hasil kebijakan (policy outputs) 

Lebih merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-ha1 

yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-kepulsan dan pernyataan-pemyataan 

kebijakan. 

5. Dampak-dampak kebijakan (policy outcomet~s) 

Lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak 

diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. 

Pelaksanaan kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mengandung tujuan 

dengan melibatkan seseorang atau sekelompok orang sebagai pelaksana kebijakan, yang 

dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat atau untuk 

membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Model kebijakan (policy models) 

adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi 

masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan ini merupakan 

penyederhanaan sistem masalah (messes) dengan membantu mengurangi kompleksitas- 

kompleksitas dan menjadikannya dapat di kelola oleh para analisis kebijakan. Model- 

mode! kebijakan dapat membantu membedakan hal-ha1 yang esensial dan yang tidak 

esensial dari suatu masalah, mempertegas hubungan diantara faktor-faktor atau fariabel- 

fariabel penting clan membantu menjelaskan dan memprediksi konsekuensi-konsekuensi 

dari pilihan-pilihan kebijakan. Model-model kebijakan juga dapat memainkan para kreatif 

dengan kritis di dalam analisis kebijakan dengan mendorong para analisis untuk membuat 

asumsi-asumsi eksplisit mereka sendiri dan untuk menentang ide-ide konvensional (Dunn, 

2003). Berikut beberapa model-model kebijakan oleh Forrester (dalam Dunn : 2003-232) 

yaitu: 



1) Model Deskripbif 

Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau memprediksikan sebab-sebab 

konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan 

untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan. 

2) Model Normatif 

Tujuan model normatif bukan hanya untuk menjelaskan dan atau mernprediksi tetapi 

juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa 

utilitas (nilai). 

3) Model Verbal 

Dalam menggunakan model verbal, analisisnya berdasarkan pada penilaian nalar untuk 

membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. 

4) Model Simbolis 

Model ini menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan 

diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya untuk mencari suatu masalah. 

5) Model Prosedural (Prosedural Models) 

Model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variakl yang 

diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. 

6) Model Sebagai Pengganti dan Prespektif 

Model kebijakan lepas dari tujuan atau bentuk ekspresinya, dapat di pandang sebagai 

pengganti (surrogates models) diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah 

substantif. Sebaliknya model pengganti (surrogutes models) dipandang sebagai satu dari 

banyak cara yang dapat digunakan untuk merumusksn rnasalah substantif. 



Sebelum melihat hasil kebijakan keluaran maupun dampak kebijakan, kita lihat dulu 

tindakan kebijakan apa yang dilakukan sebelumnya. Secara umum, tindakan kebijakan 

mempunyai dua tujuan utama yaitu regulasi dan alokasi, tindakan replasi adalah tindakan 

yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. 

Sebaliknya tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa 

uang, waktu, personil dan alat. Baik tindakan regulatif maupun redristributif. Tindakan 

regulatif dan alokatif diimplementasikan oleh badan-badan federal, negara bagian dan 

kabupaten dalam bentuk pogram dan proyek. Tindakan kebijakan dapat pula dipilih 

menjadi masukan (input) kebijakan dan proses kebijakan. Masukan kebijakan berupa 

surnber daya, uang, personil, alat, materil yang dipakai untuk menghasilkan keluaran dan 

dampak dari kebijakan. 

Dalam memmtau hasil kebijakan hams dibedakan antara dua jenis akibat keluaran 

(outputs) dan dampak (impacs). Keluaran kebijakar? adalah barang, layanan atau 

sumberdaya yang diterima oleh kelompok penerima (3eneficiares). Sebaliknya, darnpak 

kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh 

keluaran kebijakan tersebut. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan hams 

diingat bahwa sekelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok penerima. KelomAuok 

sasaran (target grcup) adalah individu, masyarakat atau organisasi yang hendak 

dipengaruhi oleh suatu kebijakan dan program, sedangkan penerirna (beneejciaresj adalah 

kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut (Blau dan Marshall, 

1987). 



4.5 Kerangka Konseptual 

- Belurn optirnalnya pernaharnan 

anggota DPRD tentang 

pentingnya kebijakan pro 

gender. 

- Faktor lingkungan social budaya 
yang berkernbang di 

masyarakat, 

- Proporsionalitas jurnlah angota 

DPRD antara laki-laki dan 

b. - Kebijakan Pernerintah Belum 
Berbasis Gender 

Kendala-kendala dalam 
Pengarusutarnaan 

Gender dalarn 
Kebijakan Pengelolaan 

v 

Kerajinan Tenun 
Silungkang 

Kesejahteraan 
Masyarakat 

Perlu Pengarusutamaan 
Gender dalam Kebijakan 

Pengelolaan Kerajinan 
Tenun Silungkang 
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BAB V 

METODE PENELITIAN 

5.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirl 

dan Miller penelitian kualitatif tergantung pada pengamatan terhadap manusia atau orang- 

i orang yang berhubungan dengan masal ah yang akan diteliti3. Metode kualitatif sebagai 

I prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

1 dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamat; 4. 

I 

I 5.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Nagari Silungkang, dan Pemerintah Kota 

Sawahiunto 

I 5.3 Operasional Konseptual Penelitian 

Agar penelitian ini terbingkai dengan baik, maka perlu diberikan batasan dan 

operasional konsep sehingga penelitian yang dilakukan lebih terfokus. Adapun operasional 

konseptual penelitian, sebagai berikut: 

a. Pengarusutamaan gender, yaitu kebijakan yang dirun~uskan dalam pengelolaan tenun 

Silungkang I~arus memperhatikan aspek gender 

b. Tenun Silungkang, kerajinan rakyat di Nagari Silungkang dari bahan kain yang 

kemudian dikembangkan sebagai salah satu industri professional di Kota Sawahlunto 

c. Pegiat dan aktivitas tenun Silungkang, pihak yang rnenjadi pengrajin tenun 

Silungkang atau yang memiliki perhatian lebih terhadap perkembangan tenun 

Silungkang 

3 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 2 
Ibid., him. 3 



d. Kebijakan pengelolaan Lzrajinan tenun Silungkang, peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Kota Sawahlunto yang mengakomodasi pengelolaan tenun Silungkang 

menjadi lebih baik dan profesional 

5.4 Informan Penelitian 

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purpossive sampling 

yaitu teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya 

orang yang dianggap paling tahu atau paling diharapkan dalam penelitian5. "Purpossive 

sampling" juga bisa diartikan teknik pengambilan informan secara khusus berdasarkan 

tujuan penelitian6. Sesuai dengan pendekatan penelitian, yang menjadi inforrnan penelitian 

adalah: 

a. Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Sawahlunto (Komisi yang terkait) 

b. Kepala Diilas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja 

Kota Sawahlunto dan Kabag Industri 

c. Pegiat Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang 

d. Tokoh Masyarakat Nagari Silungkang 

5.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini instrument dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara 

Wawancara, Wawancara menurut Esternberg merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 

makna melalui topik tertentu7. Susan Stainback mengemukakan dengan wawancara 

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 54 
Husaini Usman, Metcde Penelitian Sosial, Bumi Aksata, Jakarta, 1995, hlm. 47 ' Sugiyono, op.cit, hlm. 72 



I peneliti akan mengetahui hal-ha1 yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

I menginterpretasikan situasi dan fenomena yang tejadi dan tidak bisa ditemukan 

melalui observasi8. Teknik \bau.ancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur yaitu peneliti mengemukakan draft pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sesuai dengan permasalahan penelitiang. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalulO. Dokumen 

dapat berupa tulisan seperti peraturan kebijakan, artikel. Dokumen yang berbentuk 

gambar seperti foto, sketsa. Dokumen berfungsi sebagai pelengkap dari penggunaan 

teknik wawancara. 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti". Dalarn penelitian kualitatif reaiitas data tidak bersifat 

tunggal tapi majemuk, dinamis. Untuk melakukan pengujian validitas terhadap 

penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji kredibi~itas'~. Uji kredibilitas data 

dapat dilakukan dengan triangulasi. Menurut William Wierma, triangulasi data 

merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu13. Selanjutnya triangulasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dilakukan antara data yang diperoleh dari 

Ibid. 
Ibid., hlm. 73 

10 Sugiyono, op.cit., hlm. 8 2  
" Ibid., hlm. 119 '' Ibid., hlm. 121 
13 Ibid., hlm. 125  



hasil wawancara dengan pihak terkait lainnya (Pegiat kerajinan tenun Silungkang, 

Tokoh Masyarakat Nagari Silunykang, dan lain sebagainya). 

5.6 Teknik Analisa 
I 

Menurut Bogdan, analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain sehingga mudah dipahami dan ternuannya dapat diinformasikan kepada orang 1ainl4. 

Dzta yang dikumpulkan dianalisa dengan menginterpretasikannya melalui perpektif etik 

yaitu pengetahuan peneliti tentang masalah penelitian, di samping itu juga dilakukan 

interpretasi emi k yai tu ungkapan yang disampai kan oleh informan berupa pendapat atau 

inforrnasi menurut pandangannya sendiriI5. Analisa data kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data ber!angsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Aktivitas dalam analisa data yaitu: 

- Keduksi data berarti merangkum, memilih hal-ha1 pokok, dicari tema dan polanya. 

- Penyajian data, ini dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya. 

- Kesimpulan dan verifikasi. 

Dalarn penulisan hasil wawancara dipaparkan sebagaimana yang dituturkan informan 

kemudian dibahas oleh peneliti dengan pengetahuan yang berpedoman pada 

paradigma, teori, pendapat i!miah yang menunjang informasi dari informan. 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

6.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

Silungkang merupakan kecamatan yang berada di pinggir Kota Sawahlunto terletak 

100,48O BT 0,41° LS . Secara geografis, letaknya persis di sebelah Kabupaten Solok yang 

berdampingan dengan Kecamatan 1X Koto Sungailasi. Daerah Silungkang merupakan 

sentra kera-jinan songket di daerah Sumatera Barat, mempunyai topografi daerah 

berbukit-bukit dengan luas wilayah sekitar 32, 93 ~ m ' ,  Kecamatan Silungkang terdiri 

dari lima desa yaitu desa Silungkang Oso, Taratak Bancah, Muarokalaban, Silungkang 

Tigo, dan Silungkang Duo. Luas daerah masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 6 1  

Luas Kecamatan Silungkang Menurut Desa Tahun 2006 

No I Desa I Luas Daerah (~m') 
1 I Silungkang Oso I 6,57 

1 I Luas keseluruhan I 32,93 
Sumber : Kecamatan Silungkang dalam Angka 

2 
3 
4 
5 

Jumlah penduduk kecamatan Silungkang dari tahun 2003 hingga 2006 terus 

mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini: 

Taratak Bancah 
Muarokalaban 

Silungkang Tigo 
Silungkang Duo 

8,43 
8,58 
5,13 
4,22 



Tabt! 6.2 

Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang Pertahun 

Dirinci Menurut Jenis Kelamin 

Di Silungkang yang terdiri dari 18 Keandikoan, terdapat 5 suku : Melayu, Patopang, 

Jurnlah 
9.055 
9.107 - 

3 
4 

Dalimo, Supanjang dan Payabadar. Kelima Suku di atas berasal dari 13 Ninik. Ninik- 

Perempuan 
4.712 
4.794 

Ninik terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut "Nan 10 Niniek" 

Laki-laki 
4.343 
4.313 

No 
1 
7 

Sumber BPS Kota Sawahlunto 

- - - .  

2005 
2006 

(Kampung-kampung dalam Suku Melayu dan Patopang) Kelompok kedua disebut "Nan 3 

Tahun 
2003 
3004 

Niniek" (Kampung-kampung yang terdapat Suku Dalimo, Supanjang dan Payabadar) 

.- .- 

4.355 
4.41 1 

(Naim. 1984). Keahlian bertenun masyarakat Silungkang dipelajari dari Pattani Thailand 

pada abad I I dan muiai berkembang pesat sejak tahun 1926. Jumiah pengrajin tenun 

4.835 
4.868 

dirinci berdasarkan desa di Kecamatan Silungkang pada tahin 2012 dnpat dilihat pada 

5.190 
9.279 

tabel berikut: 

Tabel 6.3 

J ~ m l a h  Pengrajin Tenun Songket Silungkang Tahun 2012 

Dirinci Menurut Desa 

1 4 1  Muaro kalabw, 11 
Sumber Dinas Koperindag Kota Sawahlunto 

Jumlah No 

1 
2 

3 

Kain Tenun Silungkang memiliki motif yang khas, dan songket yang dihasilkannya 

Desa 

beragam mulai dari songket ikat, songket batabua (motif benang emas atau peraknya 

Siiungkang oso 
Silungkang duo 
Silungkang tign 

74 
90 
137 



bertebaran, tidak memenuhi seluruh permukaan kain), penuh, benang dua, dan songket 

selendang lebar (Said, 2009).Peralatan tenun songket Silungkang pada dasarnya dapat 

dikategorikan menjadi dua, yakni peralatan pokok dan tambahan. Keduarlya terbuat dari 

kayu dan bambu. Peralatan pokok adalah seperangkat alat tenun itu sendiri yang oleh 

mereka disebut sebagai   pan!^". Seperangkat alat yang berukuran 2 x 1,5 meter ini 

terdiri atas gulungan (suatu alat yang digunakan untuk menggulung benang dasar 

tenunan), sisia (suatu alat yang digunakan untuk merentang dan memperoleh benang 

tenunan), pancukia (suatu alat yang digunakan untuk membuat motif songket, dan turak 

(suatu alat yang digunakan untuk memasukkan benang lain ke benang dasar). Panta 

tersebut ditempatkan pada suatu tempat yang disebut pcmedangan (tempat khusus untuk 

menenun songket), di depannya diberi dua buah tiang yang berfungsi sebagai penyangga 

kqmpaso. Gunanya adalah untuk menggulung kain yang sudah ditenun. 

Gambar 6.1 Alat Tenun Bukan Mesin Tenun Silungkang 

Peralatan tambahan adalah alat bantu yang digunakan sebelum dan sesudah proses 

pembuatan songket. Alat tersebut adalah pengplung benang yang disebut ani dan alat 

penggulung kain hasil tenunan yang berbentuk kayu bulat dengan panjang sekiiar 1 meter 
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dan berdiameter 5 cm. Bahan dasar kain tenun songket adalah benang tenun yang disebut 

benang lzrsi atau lunpsin. Benang tersebut satuan ukurannya disebut yak!. Sedangkan, 

hiasannya (songketnya) ~nenggunakan benang makuo atau bcnang yukun. Bcn'my 

tersebut satuan ukurannya disebutpak. Benang lusi dan makuo itu pada dasarnya berbeda, 

baik warna, ukuran maupiln bahan seratnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan ragam 

hias kain songket terlihat menonjol dan dapat segera terlihat karena berbeda dengan tenull 

latarnya. 

Motif ragam hias Songket Silungkang selain dibentuk dengan benang mas, juga 

dengan benang berwarna lainnya. Oleh sebab itu, terdapat dua macam kain songket yaitu: 

(1) kain songket dengan ragam hias yang dibentuk oleh benang mas; dan (2) kain songket 

dengan ragam hias yang dibentuk bukan dari benang yang berwarna emas. Kain songket 

yang motifnya dibuat dengan benang mas pemasarannya relatif terbatas karena harganya 

mahal dan pemakaiannya hanya pada saat ada peristiwa-peristilva atau kegiatan-kegiatan 

tertentu, seperti: perkawinan, batcigakgula (penobatan penghulu), dan penyambutan 

tamu-tamu penting. Sedangkan, kain songket jenis kedua yang motifnya tidak dibuat 

dengan benang mas adalah untuk memenuhi pasaran yang lebih luas karena jenis ini tidak 

hanya untuk busana tradisional, tetapi juga untuk bahan kemeja, selendang, taplak meja 

dan hiasan dinding. 

Pcnibuatan tenun songket pada dasarnya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama 

adalah menenun kain dasar dengan konstruksi tenunan rata atau polos. Tahap kedua 

sda!ah meneniln bagian ragam hias yang merupakan bagian tambahan dari benang p u b .  

'Penun Silungkang, di dalamnya rnengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai 



acuan dalam kehidupan seliari-hari bagi masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai itu antar,: 

lain: kesakralan, keindahan (seni), ketekunan, ketelitian, dan kesabaran (Depdikbud, 

198s). 

Nilai kesakralan tercermin dari pemakaiannya yang umumnya hanya digcriiakan pada 

peristiwa-peristikl~a atau kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan upacara, seperti 

pernikahan, upacara bu!~igukgulu (penobatan penghulu) dan lain sebagainya (Depdikbud, 

1988). Nilai keindahan tercermin dari motif ragam hiasnya yang dibuat sedemikian rupa, 

sehingga memancarkan keindahan (Depdikbud, 1988).Nilai ketekunan, ketelitian, dan 

kesabaran tercermin dari proses peinbuatannya yang memerlukan ketekunan, ketelitian, 

dan kesabaran. Tanpa nilai-nilai tersebut tidak rnungkin akan tenvujud sebuah tenun 

songkct yang bagus (Depdikbud, 1988). 

Garnbar 6.2 Hasil Kerajinan Tenun Silungkang dengan Berbagai Motif 

6.2 Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Kerajinan Tenun Sjlungkang 

Pengarusutamaan gender merupakan strategi agar kebutuhan perernpuan dan laki- 

laki dapat diintegrasikan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari 

program yang dibuat sehingga perempuan dan laki-laki dapat mempz~.oleh manfaat yang 

sama. 
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Pengarusutamaan gender dalatli kebi-iakan peng:lolaan tenun Silungkang dalam 

penelitian ini  belum ada ditemukan sebab belum ada kebi-jakan atau peraturan yang 

terkait dengan gender dari hasil penelitian yang di Kota Sawahluntn. Hal ini sesuai 

dengan keterangan dari hasil wawancara dengan kepala bidang industry Dinas 

Pertarnbangan, Industri, Perdagangan. Koperasi, Tenaga Kerja Kota sawahluntoi6: 

Belurn udu diierupkutt kebijuka~t u~uu perufurun di Kolu ,sul~~a/~/zm~o j~ur7g lei-kuir 
dengan gender .. . . 

! Dalam pelaksanaan penelitian tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan 

I pengelolaan tenun Silungkang terdapat beberapa langkah dalam menerapkan 

1 pengarusutamaan gender dalam memformulasikan kebijakan, yaitu: 

I .  Perencanaan, pembuatan clan pelaksanaan 

, Dalam tahapan perencanaan seyogyanya dilakukan upaya-upaya untuk menelaah dan 

menelusuri data yang terkait dengan statistik jumlah penduduk di Kecamatan Silungkang 
I 

I 
I Kota Sawalilu~lto berdasarkan kesempatan kerja yang dibagi berdasarkan jenis kelamin 

I 

1 sehingga diketahui jumlah secara keseluruhan dan juga perbaridingan jum!ah antara laki- 
I 

laki dan perempuan. Dari temuan di lapangan, salnpai dengan penclitian ini dilakukan, 

I 

I jumlab penduduk berdasarkan kesempatan kerja yang tercatat dalam statistik Kecamatan 

Silungkang belum dibukukan dengan baik sehingga berdasarkan ha1 tersebut perumilsan 

kebijakan pengelolaan tenun Silungkang relatif sulit untuk diformulasikan dalam waktu 

dekat. Data yang ditemukan dalam "Ruku Kecamatan Silungkailg dalam Angka Tahun 

2006" (belum ada edisi terbaru) adalah Jumlah Penduduk Kecamatan Silungkang dirinci 

menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelalnin Tatlun 2006, sehagai berikut: 

16 Wawancara dengan Kepala Bidang lndustri Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja 
Tanggal 10 Oktober 2012 
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Tabel 6.4 Jumlah Peniluduk Keczrnatan Silungkang Berdasarkzn Kelompok Umur 

0-4 485 495 980 
5-9 493 488 9 81 

10-14 462 490 952 
15-19 4 67 483 950 
20-24 3 16 347 663 
25-29 323 388 711 
30-34 323 380 703 
35-39 353 378 731 
40-44 299 331 630 
45-49 248 264 512 
5354 152 173 325 
55-59 144 169 3 13 
60-64 129 162 291 

65 ke atas 2 17 320 537 

- Total 4411 4868 9279 

Sumber: BPS Kota Sawahlunto 2006 

Meskipun secara statist ik jumlah penduduk Kecama tan Silungkang berdasarkan 

kesempatan kerja belum ada, namun setidaknya dari data tersebut di atas dapat ditelusuri 

bahwa jumlah pet?duduk berdasarkan kescmpatan kerja antara laki-laki dan perempuan 

berkisar pada usia 20-54 tahun dengan jumlah laki-laki adalah 2014 jiwa dan perempuan 

226 1 jiwa. Perbandingan tersebut relative seirnbang sehingga perencanaan 

pengalusutalnaan gender termasuk dalaln formulasi kebijakan pengelolaan tenun 

Silungkang. 

2. Penerapan 

Tahapan berikutnya adalah penerapan, maksudnya adalah penerapan kebijakan yang 

nantinya dilahirkan harus sesuai dengan kebutuhan perempilan atau laki-laki dalam 

program kerja tersebut dalam ha1 ini adalah pengelolaan tenun Silungkang, sehingga 

mereka harus terlibat dalam manajemen kegiatan. Pengelolaan tenun Silungkang di 



lapangan dilakukan oleh laki-laki dat~ perempuan, r::eteka terlibat dalam setiap proses 

pengelolaan tersebut mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya. 

Bcrdasarkan wawancara yang dilakukan dcng'm salah sat11 informan pengrajin tcnun 

men.je1askan bahwa proses pengerjaan tenun Silungkang dari tahapan produksi sampai 

dengan pemasarannya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan meskip~~n pada tahapan 

tertentu pengerjaannya relatif dominan dilakukan oleh perempuan misalnya proses 

menenun benang menjadi tenun Si lungkang. 

Lebih jauh informan tersebut menjelaskan bahwa pengrajin tenun menjual hasil tenun 

tidak langsung kepada rnasyarakat namun kepada agen atau istilah Iainnya "bos". Agen 

ini yang nantinya '&an memasarkan tenm Silungkang secara luas tidak saja di Kota 

Sawahlunto tapi tersebar ke berbagai daerah bahkan luar ncgeri seperti Malaysia. 

Cambar- 6.3 'Toko Pen.juelan H ~ s i l  Tenun Silungkang 

Penerapan dalam tahapan ini  tidak hanya terkait dengan program atau rencana kerja yang 

m e n p t a m a k a ~  gender seperti pengelolaan kerajinan tenun Silungkang dan pengrajin 



yan2 terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. akan tetapi dalam ha1 ini juga terkait 

dengan koordinasi yang clilakukan dengan berbagai elernen masq-arakat dan juga stcrke 

/ ~ o / ~ c I s .  Koordinasi yang dilakukan tcruta~na sckali dengan Pemerintah Kota Sawahlunto 

terutama Dinas Pertambangan. Industti, Perciagangan. Koperasi clan Tenaga Kerja . 

Selar~jutnya juga dilakukan koordinasi dengan KAP4 Silungkang dan tokoh masyarakat 

terrnasuk dengan perantau atau yang dikenal dengan organisasi Persatuan Keluarga 

Silungkang (PKS). Mengenai PKS ini sebenarnya dalaln kerajinan tenull Silungkaag 

perantau banyak membantu pea~ra j in  i l n t ~ ~ k  meinasarkan dan mempromosika~~ tenurl 

Si lungkang di daerah-daerah lain bahkan mereka juga ikut mernberikan bantuan berupa 

modal dan bahan baku kepada pengra-jin tenun yang ada di Sililngkang. 

Sejauh ini koordinasi yang dilakukan antara pengrajin tenun dengan Pemerintah Kota 

Sacvahl~~nto  hukan!ah dalern rangka pengnn~su!amaan gender dalam pengelolaatl tenun 

Siiungkailg, aka11 ietapi sebagai beiituk ta~lggungjawi~b Pe~nerintal~ kepaiia masyaiakai 

ilntuk membantu clan iiiensc-iahterakan masyarakatnya s e h i n e a  berbagai upaya dilakukan 

oleh Pemerintsh Kota sawahtunto untuk men~qiukan kei-3.jinan tenun Silungkailg. 

Menurut penrituran Kepala Bagian (Kabag) lndustri Dinns Ptrtambangm, Xnd~tst:i, 

Perdagangan. Koperasi dar! Tenaga K e r j ~  Kota Salvahl-~lnto, Pemeri~tah telah 

~neniberikan bani~ia~i  modal, pelatillan dar, pengembangan SDbI: promosi dan penlnsarsin 

kerajinan tenun Silungkang (merujuk pada PERWAKO Nornor 48 'l'ahun 20 1 1 Tcntang 

Tatn Caw Pe~gnnggnrnn~ Pelnksnnnnn dan Pennt,:usnhnan, Pei-tanggungiaivnbaii dnr, 

Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hiball dan Uarliua~l Sosial). 

hlfenurutnya bsnt~rsn tnoda! y?nE dlhe!-lkn~! yaltu rne!alulr kopernsl (mitra usaliii. Isali~ran 

bahan baku ternlasuk inenyediakan peralatan untuk berrenun yaitu Alat Tenun Me:;in 
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(ATki:), promijsi dan pemrtsat.an kesa.jiitrtn renuti Silungkang j:.lga dilnLxkan oien 

Pemerintah misainya deiigan keheradaan k a m ~ u n g  wisata d m  kampirng tenun. kem~iifian 

i u g  ddan l  evrllt Sa\~aiiluiitto 2 ~ ~ 0 ,  Padang Fail. Jan jug; Jakarta E:ah*. Kcirlildiaii 

dilakukan pula pelatihan desain alau motit: tenun ):an? baru meskipun sekaranq relatif 

Jndi dapnt disitnpulknn bahwa keterlibatnn Pemerintnf~ TCotrl sawuhli~nto da ln~n  

pengeloiaan tenun Silungkang beluni nierujuk pada ialiir suatu kebijakan tenun yang 

mengutamakan gender tetapi lebih kepada benruk j!np!ementasi dari I'eraruran Wa!iknta 

(PERTKAKO) Nomor 48 tahun 201 1 te~.sebtri cii aias. 

3. Partisipasi 

Yang dirnsk.sud dcngan paitisipasi daliiin tahapan ini adalsh siaps yang rncnjsdi :argct. 

apakah perelnpuatl atau laki-laki clan perempuan. Siapa yang menjadi partisipannya, 

tingkar partisipasi !aki-laki dan pe r empan  harr~s dis!!sr~n berdasarkan ca!ar:in 

administratif sebagai kurnponen pelltirlg dalaln rnelnaharrii respon laki-laki datl 

perempuan dalanl kebijakai-i tersebut. Siapa yang akan memperoleh manfaatnya'i. T'erkai~ 

clcngan petigela1airi-i teiian Si!ungka;:g keterlihaian (target) masyamkai secara umutn 

dapat di.j.ilmpai di l a p ~ ~ n g a n .  namun bukan untuk menerapkan pengarusutamaan e l i d e r  

yang rlat~tinya melahilakan s:~r-!tu kebij&-an ynng berbasis gender. Tahupan ini diiakukan 

untuk peningkatarl pen~elolaan tcnun settingga pada akilirnya akan meningk.arkan 

i7 Wawancara dengan Ibu Wirna, 61 Tahun ,Siiungkarrg 3, Tanggal 5 Oktober 2012 



kesqjahieraan masyarakat. Meskipi:n r~!iuar~ akhir an?as:i pengarusuta!nnan ge:tdel* d e ! ~ g n  

kehi-jakari pemerii~tal? i ~ n t u l ;  rn~nse~jahte~-akan mas~arakar I-elatif saina naman sasaraii 

dal;uli pellgai.ujuta:ilaai1 gcilijc~' ai-faidi ksadiiail cia11 prl,saliaaii ai-lial.a I.-]-' '1 \ l - i ~ ~ h l  '...'-' c i a 1  

perempuan &!am menialankan perannya cii mnsyai-akat. Dalanl ha1 ini Pcnrerin~ah 

Sa\:.ahiirnto belu:x mengnkomodasi !icbijnkan ~ ' z n g  :erliait de~:ga:: pengi?rrrs~~::,ma:,n 

gender. - 

Sernrr~tara clari segi br?!3t1r3!1 y;li~g diberikan oleh T.'e~l?erintah kepada j>e!?paji!l ren1.111 

iiierupakan I-ealisasi iiari Pel-aturn11 U'alikuia data111 prmberiaii i~ibah atau bant~iirn sosiui 

dan bukan bentuk dori impleinel~tasi kebi.iakan pro tender. Menurut penuturan tokoh 

mas),arakat Silungkang dalam M.av,ancaranj,n bahtva I;eberadar~i; kampung i;,isata 

merupakan sslah satu kebiiakan prctmosi tenun secnra tidak langsuilg knrcna sebcnanmya 

karnpung wisaiil tidak hanya rnornpri~nicrsiknn tenun akan [etapi jugs ha1 loin yetng rerks~il 

di dslaninqa sepelii iie'uel-adaan stasiun kereta api. adat istiailat Siiurlgkailg iiarl lait i  

sebagainga. 



bahwa partisipasi rnas>,nsaka: sebenarit!,a clapat dilakiikan dcti~gan mc~~yci::ukal,ar~ 

dnpat dihantu rnanajernenna oieh pe~ner in~an  dacrah sehingga nar:rir~! a masins-n?zsiiig 

penprajin dapat rnengelola ten1.in secara rnartdiri. tidak seperti smt ini. pengr;iiirl tenvn 

/~;ln>;i rnei lei?~m tiinpa rTL3lilpLi i i ~ l i ~ i ! ,  i-ii;s11ij;itjiii.kiii; ... ha3il :,;it-;\A sc11di1.i it.b;lb ier-k21-iciii/;i 

masalah manaiemen keuangan. surnber d a y  mmi~s ia  d ~ ~ i  pcrsaiangar! schat dalani 

n~emasarkan kers.jina:i terseb~;:. 

mailajelncr?nya Melakakan advokasi ej'ektif kepadrr agen-age11 pengarustrtamaan genclei- 

di sernt?i? tingkatan n:isional sampai k-e kab~ipaten! ko!a ani~!k rnc~?.jarni!~ prc!se.: 

pengarsuramaan gender dan iiemampuan mcreka un tuk  mengk.oordinasikan kcgiarr-lnn~a 

akan rneningkatkan program respons i f  gender. lipaya irli belum cerlihat jelas sc'nab 

Pe~l~erintah Kota Sax-ahlunto rnen-tang belum mel~gakomoilasi lahimya suatu keb;.jakan 

yang responsif aet~der terutama yacg terkait dengan pengelolaan terluil S i l u n ~ k a i ~ ? .  

seperti penut~lran Kabag Industri Dinas 13ertsmbsngan. Industri. Perdag:ingan. F.i12p:':-~si 

dar~ T e n a ~ a  f;;eriat': 

Y E  

"' Wawa~cara Tanggal 10 Oktober 2012 



Dasi keterangan di ntas mak:i suii: untu!; n:eiihat ditesnpLnl:n~rt gender daiam sur~tu 

kchijakan pelnerintah terilraml; \;an9 terkait dcngan pc l~ge lo laan  ienun,  A.lesl;ipt~n dari 

keizrajgatu15 a lG.,\\-a 90 pcrszll c/3i'i pSkt'i:j2i teiiilii L t ~ c 3 i l  !. [.lCi'Cljlpiilal ~i:iliiiiil iL31 Xrseb~~li 

belu!n meniamin b a h w  penyait1sut:lmaan pendcr diterapkar~ dalarn kebijakzn P c r n t r i ~ ~ a h  

Kota Sa;~;:ah!un:o !cs:c::a :-zj~:kan pcnge!olnar? :en:ln >nr:g c!ilab::rkar? oieh Pemerin~nh 

salnpai saat. ini  adalah PER\+-AKO Nornv; 48 Tahun 21ii 1 a n g  rnengaiur :entang iiibah 

iian bannran S O S ~ R ! .  Drllal~? PERWAMO itu senciiri juga iidak clitzmakan pasa! !;ang 

nienibicaraELan tentang baniuan terhadap ki-rajinan tenun Siiungkang melainkan bantuan 

sosial dan hibah dalam bentuk umul-n. 

. . 
Pcnger.jaa1.l kerajiria~i ten;rn Sil~tngkang .I-;qjatlti),a !&ih di:;ilni :;i.bagi?i bi lc la~a niau 

kcbirtsaali turun teini~run bagi perernpuan Minaligkabau khususnya di Siit!ngl;ang. 

seliingga penge~jaan ke!-qjinen lenun untuk l ingkup >ong  lehih luas recnrn ritlak ! l i ,n i r~~~ i> i i  -. ., 

dil~ilai sebagai siiatil iial yang i:elunl bisa iiiterima crlei~ ri~asyanikat iiiisi~i~t>:~ LetiLct 

kerqjin2.n tenun ini clikelola secara professional dan bemihi ekonornis. Pcielnpuan 

pengraji:~ tenun larna kclamaan men-jadi terpinggir apalagi setelah dittti-apkannya teniin 

dengan meilgg~nakan alat terlutl inesiil IATM) yatlg umumnya ciioperasionalka~~ oleh 

kaum laki-laki. 

Beirrm adunya kebiiakan aiau Peratur.ai1 Daelali yang ~erkaii  ctengan gender- dinsunisikan 

k a r e ~ ~ a  faktor stratifikasi budaya masyarakat. teiluu merupa knn suatu Iierajinan y : l g  

diickukiir: ctleh pel-empuar;---ke;i);c? bernilai ekonoini:; mah-n lalinn t . 3 - - . h  .LI s ~ . b u t  ii~cqiiiili 

kewenangan kauni laki-laki. Stignia ini stthcnarl-ta dapat diiibal~ dengan melibaikan 

berbag~i .=!even rnas~~nmkst trrmasuk keprkann perncriri;zh l i i ? t ?  Sa\\ahiun!o. misainya 

mclibatkan perernpan rialain bperas i  wanita yang ciikeioisr oieh bagiail Iiopcrasi cl i  
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Dinac teikai! sei~ingga pe11)~aluran kems~npuaii perernpaan :xuizi dari nlemp~:?clu ksi 

caiiipai densan nien?asarkan kera-jinan tenrln in i  tei-:tkr~modasi dengan baik rnelalui 

n ~ s n ~ i n ~ g i r k r ~ n  perempuan dal:!m peran t.koi1orni lctiih rnennharpi  d m  ~ ~ ~ e n g h o r m a r i  

kerjn !;errts 42:: usahn perenlpua!;. 

5 .  Pensawasan dan Evaluasi 

I'ihak yang mernberikail evahin.;'! h s n ~  !~~er~~t?i.!at nn:t!isa kualir~~rif  ~nr.!xge~iiii kebijitkan 

ataci PI-ogra~n I-esponsif gsnciel-. Paiia tingkatan program atau kebijakan. pengawasaii dan 

evalunsi dapat dilakukan d e n a n  menyusun indikator output yaitu data mengenai 

bagailnana laki-laki dan perel:lpunn berpai-risipasi da!arn prograim ;;:ail kehijaka~?. Ada 

keb~rtuhan indikator pengaruh yang dihedakan berdasarkan jenis; k,ciamin, ~ ~ n t t i k  

rnenen!r!ken apakah pensmfir!tmaan eer~der relnh efek~i!' rnernpersenipit a!a-tt 

nlemirliinalisasi kese~!iangan gencler. 

Dalam pengelolasn tenun Silungksng belirm ada kebijakcin Pe~ncl-inrah Kc~ta Sa\\~alilunto 

yang responsif gender bahkan sesuni deiigan perl-jelnsari sebet:?;i~iij.a. belr:m 233 sucitu 

kebijakan atau yeraturan daera!l di Kotn Sawahlun~ci yang nlzllgacii kepada 

pengan!sutamnan gender sehii~ggn sulit unh!k mengetnhui pengnr-~!c~nan?nnn gender st!daI~ 

i~erjalarl de~igan erekiif atail belutn da lan~  pengeioiuiln ienun Siiurlgliang. 

Dalam pei~~ielasan yang dikemukakan oleh Pemerintnh Kota Str~\ahlunto rerutama ;;an2 

herhubunpn dengan !;era-jinan t ~ i i ~ 1 i 1  Sit!-ii~~gkai~g~ bdii:.:i ranpii kebijakitn j-ang pro 

gender pun pengelolaan tenun Silungkang sudah dilakukan 01th soSah:lgi:~n besar katiln 

. . 

perrmpuan. Menurut hemat petl~-!lis !>a! tersebut be!:::: zv:i!ar-n!c pclaksnait~ii krbi.j~ikan 

pro gender beriafigsung ciengan baik, karena parainsrer kebijakan >ang responsij: gencier 
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~ i d a i ~  scja dinilai berciasarkat~ iarsnti~ikii~si pert :.b;iaii kau:n iaki-it:ki de11g:in jseretxpfian 

nainwi juga 11al lair1 yang ter-kait. ilcnyan peranall clan maiif8at >ai;g diperoleh rill-h kauni 

~ > ~ r e ~ ~ ~ p ~ i i i l ~ ,  *&palagi $iha dikaiti;aii iierlglul f ' ~ l ~ ~ t u t ~ a i l  >>leiitel.; Dfiislll :<cgcri 

(Permenciapi) Noniur 15 Tal~ur, 2003 teiltang Pidomar! Umurn Pr_.iaksnnaan 

Pengarusu:an:nan Gender di Dnerah ~na!;a Peii-rerin:nh lint3 Sal.\..nhlat:to dInilai  be!^:^: 

ma ksiinai dalam nlenjalanka~l peratman prci gender. 

6.3 Implementasi Permendagl-i No~lior IS Tnh11112008 tentang Pednn-rnn Umum 
Pelaksanasn Pengarl!satnrna~!! Crnder d:~!fcm Pctnbi?ngtin:~rl Daeri311 dl Koti~ 
Sa\vahlunto {khususnya Pcngclolnun Kc]-njinnn Tcnuli Sihiigkiingj 

Menurut pasal I Perrnendagri 'Nomor 15 Tahun 2008, Pengarusutamaan gender 

(PLE) cli daerah acialah strategi yang ilibang~rn I , I I I ! L ! ~  !ner~gintegrilsIktt!~ gentler 

rnenjadi satu dirrielisi irlregrai dari perencanaan. pen>asunan. peiaksar~aan, 

pema~itauan clan evaluasi ritas kebi-jakan. program dan Iiegiatan pelnbangunan ili 

Berdasslrkan definisi di atas seyogyanya dalam sztiap kcbijakan yang cliiahirka:~ 

o!eh pemerintah daerah j70ng nanlinya diturunkan mer!i:jc!i program kerj;! ::!as 

kegiatan bagi kepentinpn masyarakat hari~s responsif gender. Hal ini bertujuar? agar 

terwujird kesetar-aan gender di daerah-daerah di Indonesia. Kesellrraan gender 

illelupakkan kesarl~aan kottdisi tmgi lakl-laki Jan [ ~ i - ' r e ~ i i l ~ ~ ~ a i ~  ~ i ~ ~ i l l k  i i ~ ~ i i i ] ) ~ i ' i i I i ? I l  

kesempata~i dati hak-haknya sebagai inanusia agar t.rlan!pn bet-pet211 dau 

berpartisipnsi dalam kegi3tan pnlitik, e!tor:omi. sosial. !x!daya, perrahai~ar: da!: 

keamanan, clan kessunaar~ dalarn menikmar i hasil peri~bangurlan. 



cialaln pen~;usu~?ar~ anggat-an per?dayr::,-in heiailja cirierzh (.-IPRD;. Da!an~ rtniisr!siri>a 

ilihar-dpkan hill~\va setiap apar-attlr ! ,cmtlri~~taI~ cI:lc:~.al~ rna~npu ilntuk melak\than 

perlgsi*iisutaitiaall getidrr. di un i t  i\cr-ja i i i a~ i i lg - :~ ia~I~ lg  { . ; < : ~ ~ l ~ ~  i:ic;igari hsicr:~~;%l pa.sal 

13 Permenclagl-i Nornor 15 Tahun 20L78'). 

.!kiapi:r: t:!iuan dnri pe!af;sanaan per;g,an:s:!:am3;il: ge::dzr di daers!~ adalali, 

pertarna, rneinberikan acuan bagi apilratur pcmcl-inrah ifacl-il!~ daiarrl men>.usun 

s!!-ate$ pe!~gintegrasia!! gender yallg cli!ak.tka!? tne!a!ui peritnc;lnatn, pelaksanaan. 

penganggaran, pemantauan iian evai~lasi ;itas kziliiakaii. prosialli iiilrl keiatan 

pwnbangunnn di daerah. Kedun. rnetw!judkan perencanaal~ berperspektif gender 

. . 
melalui pengintsgrasiar: pcngulnmnn, risp:tastt kc5t;:i;har;. p:~:snsi dni: pen;.elesais?l 

penmasalahan Inki-laki dan pcrempunn. Ketiga. rncwujudkan kesetaraan dan keadilan 

gender daia~n k e h i d u p n  ha-ke!L~:!rsr, herh;~ngs:-i ilall hernegkira. Keernpit. 

tne~vi!jiidka~ anggal.an daerali 1 aiig i.esporisi~ e b c e ~ i i l ~ r .  it;c.lir!la. i i i~i i i~igkatki+i~ 

kesetaraan clan keadilan dalarn keduduhlin. peranan dnn lnnggungiawab laki-laki d:in 

perempuan sebagai iilsnn dan rifinibel- <la j r ~  pembsngui;an scrta ii~i?nir:gkatl;rtn per-nr~ 

dan kema~idirian Ienlbaga yang inenangmi pernbe.rda>,aall prrttinpuan. 

Oari nljunn tersebut tnak:! dilRks~!:.~ka!? perenc:?nnnr? d m  ~selaksar?a:rin kehijnkan 

dan program kerja di daela i~ u ~ l l t ~ k  peningli.a~an pfi:nlbar.igunan >ang iierspeicli!'~encier 

~nisalnya dalam Rencana Petnbangilnan Jangka Menensah Daerah. Rensaa Satiisll 

Kerjn Pel-nngknt Daciah (SKPDj. Pelal;siina:in PT:C di I<nbi~pn~c!i.' Kot:i !ne~?jndi 

tanggungjajvab Hupati:' Waliiiota. liepala d:~erah tcrseltut mcmbt'ntuk Kslonspok 

Kerja (PC-!K!.A-) PLiG clc.I:gnn t~:;" :P:i:;~l. 15 f.'errr,eI:clngr; ?xi;!!j i -! i '  i l ' ~ h ~ ! n  3008): 

a. Mempromosikan clan mctnFmiiitasi PiJG kepada masing-masinp SKPD 



b. Vlelaksanakan sosiaiisasi dau sdvokasi kepaiia ca1na-r. kepala citsa? iumh 

C. hleny~isun program kcrja setiap t n h i ~ n  

. v g  . g 1 p gl ide l '  

c. Menyusun rencana keria POKJA PL7D setiap tnhan 

!I. hle~nfasilitasi SKY D ntau u!?it ke~ja  4'317g mr!nhIdn!~gi penclataa!! a!!t~!k Inr!iyu.;un 

prof11 gender kabupatcn cia!.\ kota 

. Menetapkan tin; teknis ~111:til; n;elak.;;knn nn;~!i:;is terhndnp angganin &el-ah 

k .  Menyusun rencana aksi daerah (iti;do~ong h D A )  1'U ti dl kabup:~ te~~ kkora 

I .  b'!;lendorong diiaksnnakannya j?en?ilih;ln dan pe!wt~par? li~cal poin! di  masing- 

tnasir~g SKi3D. 

pernbangunan daerdl cli Kota San~~hli:n?a M~ususnya dalniil peiigelolaaii kerajinm 

tenutl Silungkang, berdasarkan keierat-rgan yang disampaikan oleh liepala Bidang 

i!?dust.tri Dinas Pertambangan. inds11rr.i. Pe~dng~r~gan,  K.oper?!si d ~ n  Tennga Kerja 

penparusutnmaan sencter di daernh >.mg diatur oleh Perrrtsridagri \omor 15 'Tahun 

!G. 2008 tersebut. l3erikut peiluXii.antl:.r:lrlt:>~;; , 

L S .  Wawanwra Tanggal 10 Oktober 2Oi2 



p~v;k>;?zu? p2t-c:!;;7~~1t1.. . i d l f 1 j  i : / i f i 1 / 7 ~ ~ 1  j k 3  LVRD lxt1 ~ i ~ r i ~ . ~ k  (idu 1w1-d~ T C ~ ~ I ~ ~ I I ~  

ke,v!jit;u?l I P ~ ~ Z I I I  i~/)~lii~,pj ~c1tti1t7ig ~ C ' P ~ L I C ~ . . .  

Kctika ditany:. iebi!: !nnj:~r ksnapn tidsk nda Pcrda >.3!i,o I.:t?ng;ltur tcntzig kqiinan 

tenun Sii-ungkang di E;~J~:I Sasvaiiiur~r:: sen:eriraca Percis !entail2 tti~nbang acia diatur, 

infi~rmnn iersehr~t ~ner~jelaskan b3l1w:a ha1 i t t i  ier3adi karena rei~rin men~pakan 

k ~ r ~ , j i l ~ a i i  [iiisufi teiniir~i[\ d~ii-I lchi i~ i ~ r : ; i & i ~  k ~ p ~ d i ~  p~11g~112b~1lgai . i  l i ~ b ~ i d a ~ ~ i i ~ i ~  J a ~ i  

adat istiadat dan hasii dar-i kersiinan tenu!l tidak n~ascrk lie daiam T'cndnpatan Asli 

Dae:.nh ('PAD) Ko:n S n ~ n h l u n t o  i:nr?1:!1? han~.n ms:~!: PDRE (Produk Domesri!,: 

Regional Hrutoj ?airit perla~~tbaha-ln Ji~n-ilah tian? yang bereiiar dalam masyarakat tian 

pertarnbahan barat~g di dalun-t inas? nrakat berbeda ciengan ttirnbang >;trig. rrlasilk ke 

daizunl PAD. 

Sebenarnya apahila dicer~rlati densan baik ker+jinan teilun Silun?knng de\vasa ini 

bcrpotcnsi mcnsmhah Pl?!> Kcra 5~. :3hlu :1r~ . .  scbab p~rk~mbai!giit3:1ya ~ ~ " t n a k i n  

pesat bahkan petljiiaiannya san~pal ice luar neaeri. Keseriusan cigar kerqj in311 tcnun 

terselxrr inampi! mzna!~~beh P!ID ! c n ! ~ ~  !!engal? ~?le!ahirltnn rsguiasl ynng mengatirr 

tentang pengeloiaanny;~ ~s lu ia i  dal-i pmiit~ksi 5ari1pni ciertgu~i peilias8rail dan pa.jak 

yang dikenai karena peni~~elan tc11u12 tersebut ternlasilk melit~dunsi hak cipta tenun 

Sllurigkang dengail mernnrenl.:ai~ [ma:: Si l i in~l ta~ig  sebagai assct n?as:\.arakrrt 

Silungkang dala~n hi11 ini r;:rmt:sul;. ke!nt.rit~!ah Kcxn Sa\\-nhluntc. Selnnjutnya 

po!ili~:cr/ I!*;/! dn1.i !3en.eri!?t:!Jl Ki!ln S~\.?izhii~!~!~ jag:! 5?!!lgi!C ~i ipe- !uka~ rneskiplllt 

secara data statisitik beiunl pcnuiis temukan daiani peneiitiari ini. rlarnun dari 

\va\vancara !an? dilakukan dengan petigt-ajin tcnun dat! toiioh rnasyarakat 

Silungkang? balriva Pti~ici.iti~:ilr K.;l;t;l Sa\i,-ahlu~~to secarc! pofitis tcrkessu~ beri~sal.la 



men-jadikan agar wnun 5-anz ciikeioi:~ ~ c r s e h u ~  dina~naical; clei~gan renun Sa\vahi~iiiro 

dan bukiln tenun Sil~.ingkan,u sehah pusat  pen;eriniahan Kota Sa\vahlllnto be rada  Ji 

Kcndisi di atas yanp mrmbuat pengrqjin terlun Silungkang untuk tidak ter!alu 

rne:;gnndnlkan bantuan dari 13ei;~erii;ra2~ Kota Sw.sal:lunto dan Iebih memilit1 ~intuk - 
bekerjasama dengan pcmodal (agcn i atau menciapat pinjamnn modal dari PKS. 

eeiiiies di ciael.ah beli~crl ditcrry~ka~l iii hlota Sa\vai~lunto khust!sn\ia paila SKPLJ Dinas 
L, 

Pcrtambanpan. 111dusiri. Pcrdaganyan. I<operasi dan Tenaga Ke~is .  i-ebih lanjut 

belurn adz ljeraturaii daerah atzu peraluran walikois yang mengarar tentang gender di 

Kota Sa\vahlunto. sehingga su 1 I[ u r ~ t ~ ~  k dilihat bagain~ana pttl.lerilptui1 Pernxndagri 

terseh~jt knrena samn sek~!i  helum ciilaksannknn. Hz! i n i  c~lkup ironis k e r e ~ n  

penga~-~ls~liarnaal~ gender sudaii 4iili~11. mulai Jari pkrnerintah pusat salxpai dengan 

pe~ilerintah daerah dan alokasi dnna i~n tuk  kegiatail tersebut ierdapat dalam APBN 

'"awancara dengan lkhsan 32 tahun, tanggal 5 Oktober 2012 





- 
~ . ~ ~ c I o I '  lain yang inr..:yei~abknn Peritiendagri Rc)rnor i 5  Taiiun t O O S  beltin! bisa 

iliimplei~ieiitasi di Kota S~\~~al i l i rnto adalah 1emahny;l kt-cennataii davi Peil~ki) 

Si~\i.ah]ilnt~ rcl.]ladap peiigai.liskitaillila~i daialu sciiap kebijakall jal.,g i - ~ ] ~ l l i i . h ~ i l ,  

arilarit ha1 tersebut dikarenakan jtimllrlli anpgorn DPUJ Kota S a ~ a h l u n ~ o  ~.elari\,e 

ccdilcit dibzr;di:lg!c3n dengnn j::n:f,?;fi an,ngo:a nf'[<!J ia!:;i-!aki (liurar:g I persen 
d u 

total jurnlah anggota OPKTjj. Keinudian niinimnya penyawasan clan c\-aitiasi 

prog!.am pett~l>e!-dayail !nasya~tiknt o i ~ h  pz!neritlra!? kepacln n~asyarakai. p~tclahal 

ciaiam psogsa~li tcrsc'nut hurus iei-ciapiit uilsul--unsur per1garLisutaillaan gencicr daiarn 

setiap kegiatan diiakukan. 1-ebih jauh dalaln penelitian yang dilakukan. f x t o r  

n?anqieris! juga n1en;pengnruhi pengan;sLitamaaii gender dalan~ silatu kebijakan atau 

program Iccgjatan pemeriiltah-.jurnlah pejabat eselon perelnpiisn ynng menempati 

pnsisi srr:!tegis di  SKPr) Perlie!-in;:!!-! Kotn Sawahluntn relatif lehih sedikil 

clibandicigkai~ d e i ~ p i l  1ak.i-laiii. ha! ini juga men~elabkan ye!aksatiaa~.r 

pengarusutarnaan geniler men.jadi tcrh:imhat. 

Kondisi iiii hai-ulsnys me:;j;;di catatan pentiilg bzgi senus eleinen Pi.rnerintsli 

untuk :ne:ljtisun kebijakan ynng benar-bena:. marnpu diterapkan ole!] pernerinrall 

dserah atau jika belum re r l aksan~  per!tr prngaavasan dan evaluasi bapi daerah 

iersebu~ karenu kelaiaian penierir~iah iiaeral~ d ~ p a ~  merugikan tnasyarakat. 



- 1.1 Ki.~impuiign 

Pengarusu~amaan gender cialam kebi,iakan pe~~pelolnan tenun Sil.iinpkan3 di K o ~ a  

Sav:;.n?.rlu~:to betu:~? te:.eg::!asi der:y~: bnik ::am::n dala::: i:::plementasi penpelnl~~:: 

kcra-jinan tcnun Silangknng 01th masy:i1-aknt Siiungkang telah sejak ialnil rnenjadikan 

pengelolaa!? tmi-m sebagai tanggungj~n:ab s e m m  masywaktlt tennasuk keter.!it~ata!~ 

perempuar) dai? laki-laki ~.nulrti liiiri prtises pnidiiksi sanlpai iiengiln pcmasaran iieriijinan 

tenun terseb~tt. Meskipurl penpelolann kesa.jinrin tenun Siiunu,kang belum diatul- dalarn 

.-- I b g ~ ~ I a ~ i ?  7 hernerintah Kota S::wahlanto te:np inemberikan Santu:~~: kepac!:~ pengixjin renun 

Silungkailg dengan membel-ikan hantunl-i berupa hibah <!an bantuan sosial loini~pa yaag 

cliarur da!am Pera?rit;!n W:':!!ikr!ta Nnn?!.)r 48 t:ll~un 201 ! tentang Tatn cara Pet?~; :~nggar~n,  

Pelaitsaliann dari Petausit i~aai~, Pci . ia i iggi~i ig ja\~aba~~ dan Peiaporan sttrta h;loi-riivt~in~ ila~i 

Evaluasi Pemberian Flibah dan Rantr.l:w Sosisl. Kemudian Pemesintah Kota Sat~ahlutito 

jugs rnenggalakkan knriipong tenun ciari ka:npc~ng \~isata dalam rangka pmmosi tenun 

Siiungkar?g clan lebih lucls Ingi dengnn rnengikuti event-event seperti Sawahlunto Expo, 

Padang Fair d m  .!~k:rrti~ Fair sehingpn samua nrarlg skhirr?ys mengetahui krberndaan dan 

pc:wnsi ienun Siiungkung. Di a1iLal-e pes!~:iLitrn dan bart~ilan qnng dibel-ikar.1 ole11 

I'emerinrah Kc~ta sa\.vahllrnto tidak luput dari kolcine!~an misalnya pengax.\asan tenta:q 

bai7tu:i;l pang diberiknn apakah 'ii~rn:ii;fiiuL bagi i~insyar:ilia~ k e ~ n ~ ~ d i n r i  jugs beluiii i.idnnyit 

upaya i i n t ~ ~ k  mengangkt  tenun Silirngkang lnetijadi suatu komodi~as  barang 

perckonc:cim );:in2 rnerjmjikan 'cl22.i pc~fiembangan PAD Kc:a Ssi:ah!i~tito !;z dcpan 

misainya meiaiui hak paren 'Tellun Silungkanp dan lain ssbagainya. Pelaksanaan 
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PEBOMAN UMUM PELAKSANAAN PENC:4RUSUTAMAAirC GENDER I)! DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG !'AAHA ESA 

?$!ENTER! DALAM NEGER!, 

;vlei-iiiii$ang : a, L uaflwa - I - .  - .- &!am per- e iengy  araan pemeiiniaf-lan, pembarigut-,ai-!, dan 
peiayanan niasyarakat di tiaerah, masih terdepat ketidaksetaraan dan 
ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi penginlegrasian 
gender melalrri perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran: 
peniantauan, dan evatuasi atas kebijakn: progrzm: clan kegiatan 
pembang~nan di dserzh; 

b. bahwa Keputusan Menieri Dalarn Negeri Nornor 132 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Umum Pe!aksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembang~tnan di Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkernbangan 
keadazr! sehingga perju diganti; 

c. bahwa berdasarkan peliilnbangan sebagairnana dimaksud daiatn huruf a 
dan huruf b; periu menetapitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender di Daerah; 

Mengingat : 1. Ilndang-llndang Nomnr 7 Taitun 1984 tenfang Pengesahan Kanvensi 
Msngenai Penahaptlsan V Sega!a Bentuk Diskrirninasi Terhadap 

L1;L 1, ,, a Pzrempuan (Lembaiar; Nzgara RepiiUliR d e i Tat;:ifi 1984 Norzc;; 
29, Tambahan ternbaran Negara Repilbiik iiidoriesia i4ijmor 32773; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negara Replublik Indonesia Tahr-jrl 2004 Nomor ?25, 
Tambahan Lembaran Negara ReptrSlik Indonesia biernor 4437) 
se=agairnana cf;"", I ,-y--- I ' -dm-- --'.-.-.. ":a A- 0 '-L-' 

'GI r " 1 1  ~ I ~ ~ - U I I U ~ I I ~  IYUKIUI u i at i i~f i  2G05 
teniang Penetapan Peraturan Perneriniah Fengganti iinciang-Unbang 
Nomor 3 Tahun 2005 teniang Perubanan Atas Lindang-ur~dang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara RepuSIik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Let~~barsn Megara Republik lndonesia Momor 4548); 

3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 ientang Sistem Perencanaan 
Pebangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lncionesia Taht~n 
2004 Nomor 104, Tambahsn Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4421): 

4. Peraiilran Pemerintah Ncr~sr 38 Tahm 2007 teiitang Pezbagian Uriiszin 
Pemeriniahan Aniara Perneriniah, Perrleriniah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah KabupateniKota (iembaran Negara Repirbiik 
lndonesia Tahun 2007 Nomor 82: Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

5. Peratiiran Presicien iiiornor 7 Tahun 2G05 iei i ia~ig Rencana - rembangunan Jangks ?;.?er?engai; Nasional2804-2009; 

6, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 130 Tahut? 2004 tentang 
O~canisasi dan Tata Kerja Depaeemsn Dalar)?; Negeri; 

liJempeihatikan : insiruksi Fresiden idomor 9 Tahun 2G0G tentang Fengarusutaiiiaan 
Gender Daiam Pembangunan Nasionai; 
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Paszl I 
n7! --.. F. A a n - . - .  
vcl~drf~ rerarurarl ivrerlreii irli yang dlii?aiisud cjengan : 
1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang se!anjutnya disebut PUG adalah strztegi yang 

4ibang:l~ : ~ n i ~ k  glengintegra.sika!? gender menjadi sat[! d!men.si integral &ri 
perencanaan, penyttsunan, peiaksanaan, pemantauan, d m  evaltfasi stas kebij~kan. 
piogiaiii, dan kegiatai? pmbanguiiaii di daeiah. 

2. Gender adalah konsep yang mengactr pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki- 
laki dan perempuan yi3rig tsjadi akibat dari dan &pat berubah o!sh keadaan sosial d=ln 
budaya masyarakat. 

3.  Kesetaraan Gender adaiah kesamaan kondisi bagi iaki-laki dan perempuan untirk 
memperoleh kesempatan clan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 
berpartisipasi dalam kegiaian politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 
keamanan, dan kesamaan da!am menikmati hasil pembangunan. 

4. Keadiian Gender adaiah suatu proses tintilk menjadi adii ierhadap iaki-iaki dan 
perempuan. 

5. Ana!isis Gender =rda!ah analisis untuk mengicientifikasi dan me!nahami pembagian 
keriztperan Izki-fzki dz:: pe:en:pu=n, zkses kontrc!: terhzdzp sumber-sumbe:- dzyz 
pcmbangunaii, partisipasi daiam proses pembangunan, dan manfaat p r i g  rnereka 
nikmaii, poizl hubungan antara iaki-iaki aan perempuar? yang timpang: yany di daiam 
pelaksanannya memperhatikan iaktor lainnya seperti keias sosial, ras, dan suku barlgsa. 

6. Perencanaarr Rerperspek!if Gender ad.r!ah perencanaan untt~k rnencapai kese?araan 
dan keadilan r;e::der, rr-rfi ,, ,, rJi:-b6a ,,,,,,,kan me!alui pzngint~grasian pengalaman, aspirasi, 
kebuiirhan, poiensi, cian penyeiesaian permasalahan perernpian dari iaki-iarii. 

7.  Anggaran Rerperspekijf Gender (Gender budget! adalah penggunaan atau pemanfaatan 
anggaran yang kerasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai kesetaraan dan 
keadila~ I nander. Y- 

8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oieh Pemerintah 
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuarr dengan prinsip 
otonomi se!i~as-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik !ndonesia 
sebagairnana dimaksl-!d dalam Undang-Undang nasar Negara Rep~lhlik Indonesia 
Tahun 1945. 

9, Pemerintah Daerah adalah Gubernur. Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pcmerintahan Daerah. 

10. Mecaii;a:an adalah wita-yah kerja Cams: sebagai pe;angka: daerah Kabiipaten dan 
ciaerah Kota. 

11. Kelurahan adalah wilavah .rter!a Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan!atau 
Daerah Kn?a di bawah Yec.ama!an. 

12. Desa atau yang aisebut dengan nama laini selanjutnya aisebut ciesa; adaiah kesati~zn 
masyarakat hukum yang nemiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan rnengurus kepentingan rnasyarakat setempat, berdasarkan asal-usui dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistern Perrrerintahan Negara 
Kesatuan Repub!ik !ndnnesia. 

13. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kernampuan untuk 
melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanva masing-masing. 
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(1) Penerirna bantuan sosin1 : :~&<t-&~~ungjawab secara formal don 
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban peilefirna bantuan sosial meliputi: 
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima banluan sosial; 
b,  surat  pernyalaan tanggungjawab yang mcnyatultan buhwn 

bantuan sosial yang diterima telah cligunaltan scsuai clengan 
usulan; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai perntur-an 
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial bcrupn uang 
atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima ba11tuni1 
sosial berupa barang. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dan huruf b disampaikan ltepada Walikota paling lambat tanggal 10 
bulan Januari  tahun anggaran berilcutnya, ltecuali ditcntukan 1:iin 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaltsud pada ayat (2) hur-uf c 
disimpan dan dipergunalcan oleh penerima bcintuan sosial selaltu 
obyelc pemeriksaan. 

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumltan pada laporan lteuangan 
pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada 
penerima bantuan sosial sampai dengan akhir Lahun anggaran 
bcrkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam nernca. 

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang diItonversil<an scsuai stantl:ir 
alcuntansi pemerintahan pada laporr~n rculisnsi ungg;~~'an diln 
diunglcapkan pada catatan atas  lapown l<eunngun tlalam 
penyusunan laporan keunngan pemerintah daerah. 

(2) Format lconversi dan pcngungltapan Ix~ntuan sosiul bcrupa Ix1rang 
sebagttimana dimaksud pstda ayal: ( 1) tcrcunlurn parla Lam piran 
Pera tui-an Wuliltota ini. 

BAB 'V 
MONITORING DAN EVAL'JASI 

(1) SICI'D tcrltait mclakukan monitoring clan eva l~~as i  2 1 t ~ 1 s  ~xmbel-ian 
hibah dan bantuan sosial. 

(2) Masil monitoring dan evaluasi sebagaimana di~nalcsud pads ayr.11 ( 1 )  
disampaikan kepada Waliltota dengan temlx~sar! l<cpaclu Inspelttol-at 
Kota Sawahlunto. 

Dfilam ha1 basil monitoring d t ~ n  ev:\luasi scl~zrg:\imi~~ii.~ climill<s~l~l tlillilm 
Pasal 40 aya t (2) terdapat penggunaan hibah :.I tau biln tuan sosial yang 
tidal< sesuai dengan usulan yang telah cl isetujui, pc~net-ima hil>;-ih ill-au 
bantuan sosial yang bersangkutan clilcenal<:~n snnltsi S C S I - I L ~ ~  denga1-r 
peraturan perundang-undangan. - .. 

. . 
7 h 

- - - - - - - - - - - - 22!flgfq!$ q,,:: 
. ; .' . 



BAB V1 
LAIN-LAIN 

Hal - ha1 yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Waiikota.' 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 43  

Dengan berlalcunya Peraturan Walil<ota ini, moka Pcratul-an Walil<ota 
Nomor 6 .Tahun 20 1 1 tentang Prosedur Tetap Pedoman PenIberian B a ~ i '  
Kelompok OrganisasiAnggota l<emasyarakatan clan Organisasi Sosial 
Lainnya (Berita Daerah Kota Sa\vahlunto Tahun 201 1 Nomo1- 6 ) clicabul 
dan  dinyatakan tidak ber laku lagi; 

Peraturan Walikota ini mulai berlal<u pacia tanggal cliunclangl.c;~n. 

Agar setiap orang clapat mcngcta'huinyn rncmc~- i~ i~ ;~h lc ;~ l l  I > ~ : ~ ~ : ~ I ~ C I ; \ I ~ [ ; ~ I I . I  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya clalatn Ucl-ita Dacrall 
Kota Sawahlunto. 

Ditetapkun cli Saulal11~111Io 
pada tanggal 1 Dcsernt~cl- 201 1, 

Diundangltan di Sawai~lunl-o 
pada tanggal 2 Desember 20 1 1 

A. .?,: : ' 



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA S A W A H U N T O  
N O M O R  : ~ ~ T A M U N  201 1 
TANGGAL : : .$ D E S E M B E R  20 1 1 
T E N T A N G  : TATACARA P E N G A N G G A R A N ,  PELAI<SANAAN 

DAN PENATAUSAHAAN, PEKTANCCUNC 
J A W A B A N  D A N  PELAPORAN S E R T A  M O N I T O R I N G  
DAN EVALUASI HIBAI-1 DAN BANTUAN 
S O S I A L .  

I F O R M A T  KONVERSI D A N  P E N G U N G I U P A N  H I B A H  BERUPA BARANC DAN/ATAlJ  

1 J A S A  SERTA BANTUAN S O S I A L  B E R U P A  B A R A N G  

P E M E R I N T A H  K O T A  S A W A H L U N T O  

SI<PD .. . . . . . . . . . . . . . . 
. .. . L A P O W N  IIEA1,ISASI A N G  CARAN 

UNTUIC T A H U N  YANG B E R A K H I R  SAMPAI D E N G A N  3 1 D E S E M B E R  ...... 

I 

I 

1 
I 

1 I '  
1 

i 

Urnian 

Pendapntan 

I,cl,il~ 

(l<llI-~lllg) 

daerah yang disahkan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
Jumlah 

Belacja 
Belanja Tidalc Langsung 

Belanja Pegawai 

Belanja Langsung 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan J a s a  

- Hibah barang/jasa yang diserahlian kepada 
pihak ketiga/masyaraltat 

- Bantuan aodial barang yang diser; lhka~~ 
kepada pihak ketiga/ masyarakat I 
- Barangfjasa selain hibah dan bantuan s ~ s i a l  
Belanja Modal 

Jymlah 
Surplus/ (Delisit) 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

An ~ ~ , I I - ~ I I  

Sclclah 
Peru bahun 

2 

Penclapatan Asli Dael-ah 
Pcntlapatnn I'ajak Daerr~h 
13cndapatan Hetribusi Dacrah 

I 
Pendapatan hasil pengelolaan keltayaan 

lic:dis;lsi 

2. i 

2.1.1 

2.2 
2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 



11. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPI<D: 

PEMERINTAH KOTA S A W A H L U N T O  
LAPORAN REALISASI A N G G A R A N  PPKD 

UNTUK TAHUNYANG BERAKHIR S A M P A I  DENGAN 3 1 D E S E M B E R  ...... 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

! 

1 , '  ' ..... :-, 

1 

I 

I 
' I  . - 

I 

I 

! 
.. . 

8 . 

i 

No. 
Urut 

1 
1.2 
1.2. I 
1.2.1.1 
1.2'.1.2 

1.2.2 
- 1.2.3 

1.3 -. 
. . 1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 

1.3.4 
1.3.5 

2 
2.1 . -- 
2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 
2.1.8 
2.2.3 

3 
3.1 
3.1.1 

. . . . (Dalam Rupiah) 

1 ,  
Pencairan Dana Cadangan 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah .yang 
dipisahkan 
Penerimaan Pinjaman Daerah 
Penerimaan Kembali ~ e m b e r i a n  
Pinjaman 
Penerimann Piutang Dacrah 

Jumlah  Penerimaan 
Pengeluaran Pernbiayaan Daerah 
Pembentulcan Dana Cadangan 
 eny ye ria an Modal (Investasi) Pe~nerintah 
Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah  Pengeluaran' 
~ c l n l ~ i a ~  a a n -  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
(S I LPA) 

3.1.2 
3.1.3 

3.1.4 
3.1.5 

3.1.6 

3.2 
3.2.1 
3.2.2 

3.2.3 
3.2.4 - 

3.3 

Lebih 
( I<~~rang )  

Uraian . : . . 

. . 
Pcndapatan 

. 

. .  . .  
Dana Perimbangan . . 

Dana 13agi Hasil 
Dana Bagi I-lasil Pnjal< 
Dana Bngi tlasil Bultan P a j a l < / S ~ ~ n i b c r  

. . Daya Alnm . - 

Anggaran 
' Setelah 
- .  
: Perubahan 
. . 

- 
.- 

- -. - -- - - - - 

Realisasi 

- - - -q- .. . - - - - - 

-- . 

. . . . 
. . 

. . - 
; 

- 

-. . -- 
-. .- -- 

- .- .~. -. --. ,. 

Dana Aloltnsi Ulni~~n 
Dana Alokasi K h ~ ~ s u s  
Lain-ii~in I'endnpalan Dncl-ah yring Sah '- 

P atan I-lilxlh 

- -- . 

. - . - - .. . - -. 

. - . -. - . 
- - - . - - - . -. 
- . . - - .- - -. . . .. - . . - . - . 
- - - - - -- 

--- . .... - -- 
. .-- - . -. . - . .. - .. 

- 
- 

' ' 

. . 

. - . - - - -- . - - 

. - - . - . -. . -. . . -. . - -. 

. 

. . - . . . .. - .. ... 

. - -. . . - . . -- . - . . - I~:III:I ll;iritri~t 
Dana Bagi Iiasil Pajalc clari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 
Dana Penyesuaian dan  Otonomi Khusus 
Bantuan Iceuangan dari Provinsi a tau 
Pernerintah I h e r a h  lainnya 

J ~ u ~ l a h  P e n d : i p a ~ g _  
I3clnnjn ------ 
Bcanja 'l'itlal< l i ~ n g s u n g  
Belanja Pcgawai 
Belanja Bunga 
Belanja Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil 
Belanja Bantuan I<euangan 
Belanja Tidal< Terduga 
Belanja Modal 

Jumlnh Pelanja 
SUI?PLUS/(DlCFISI'1') 

Pembiayaan 'Daerah 
Penerimaan Pembinyaan Dacrah , 

Penggunaan Silpa 

- 

- 

- - - -- -. 

- -- -- -- --- .. . - . 
-. 

-- 

- 
. . . - - - - - 

. 

- -- 
.- 

~ - 

-- 

- 

- 

- - .- - - - - -- 
--- 

- - - . - - - - - 



I ,?lli; k:i i !  
111. FORMAT KONSOLIDASI LAP0 7{, 7LISASI ANGGARAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISAS1 ANGGARAN I<EUANCAN PEMERlNTAH 
DAERAH 1 

4 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
13 

14 
15 

17 
1 8  
19 
20 

8 a 

I ' / 

Uraian sATKER PPKD Gabungan 
2 

Pendapatan 
Pendapatan Asl i  Daerah 
Pendapaton pajak claerah 
Pendapatan retribusi daeral~ 
Hasi l  pengelolaan Icelcayaan 
daerah yang clipisahltan 
Lain-lain PAD yang sah 
Jurnlah Pendapalan As l i  Daerah 
Dana Perimbangan 
Lain-lain pendapatan yang sah 

Jumlah Pcndnpatan 
Belanja 
Belanja Tidak Langsung 
Belanja Pegawai 
Bunga 
Subsidi 
Hibah 
Bantuan Sosial 
Belanja Langsung 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 
1) Hibah barangljasa yang 

diserahkan kepada pihalc 
ketiga/ masyarakat 

2)Bantuan social barang yang 
diserahkan kepada pihak 
ketiga/ masyarakat .." 

3) Barangljasa selain hibah dan 
ban tuan social 

Belanja Modal 
Jumlah belanja 

Surplus / defisi-t 

Penerimaan pembiayaan 
Pengeluaran pembiayaan 

Pembiayaan ne to 
Sisa lebih pembiayaan tahun 
berkenaan (SILPA) -- 

. 

- -- 

- - 

- 

-. - - - 

-- -- 

- 

. -- - - -- - -- - 

- - 

-- - -- 

- 

-- 
- -- -- - 

- 
- - - 

,I' - 
;* ,; ' 

: 

-- 

PP 



, 111. Format Nasltah Perjanjian Hibah Daerah (NMPD) 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH 
PERJANJIAN 

ANTARA PEMERINTAH I<OTA SAWAI-I LUNTO 
DENG*N : 

............................. ..(LEMBAGA/ORGANISASI) 
TENTANG 

PEMBERIAN HIBAH 
UNTUK MENUNJANG TUGAS DAN KEGIATAN ................. 

Nomor:. ........................... (pemda) 
Nomor:. ...................... (organisasi) 

Pada hari ini ,.... .... tanggal.. ... .bulan. ....... t a u  . ( 2 0  . kami yang bertanda 
tangan dibawah ini: 
I ............................. : Walikota Sawahlunto/Pejabat yang ditunjuk oleh 

Kepala Daerah, bertindak untuk dan nama 
Pemerintah Kota Sawahlunto selaltu Penlberi 
Hibah, selanjutnya disebut scbagai PII-IAI< 
KESATU 

I I .  ............................ : ............ (I<etua/I<epala Organisasi), berkedudultan 
di. .............. ,berdasarkan. ............ ,bertindak 

........... untuk atas nama... .selaku Penerima 
Hibah, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA 

Berdasarkan 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdomnn 

Pengelolaan Keuangan Daerah sabagimana telah diubah le ralt11 ir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan ~ a n t u a n  Sosial Yang Bersumber clari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3. Peraturan Walikota Sawahiunto ..... Tahun ....... tentang Tata Cara 
Penganggaran, ~e laksanaan;  dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan 'serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan BanLuan Sosial 
Nomor.. .... .; 

4. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor.. ... .Tahun. ........ tentang 
..... Penunjukan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial 'I'ahun Anggaran 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersarna-sama disebut Para 
Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-ha1 sebagai berikut: 

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegia tan 
pemerintahlpemerin tah daerah lainnya/ perusahaan 
daerah/masyarakat/Organisasi Itemasyaraltatan*) , m a k a  pcrlu 

........... ....... ......... memberikar. hibah kepada. ..sebesar Rp ..(. ..) 
b. bahwa PIHAIC KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai clengan 

..... .... I<eputusan Walikota Sawahlun to Nomor.. .Tanggal.. 

Berdasnrkan ha1 tersebut diatns, Para Pihalc bertindak dalam jabatan clan 
kedudulcannya masing-masing scpakat untulc mcrr.'buat Pcr ja~~j i i~n  tcntang 
Pemberian Hibah untulc menunjang tugas dnn kegiatan ................ yang 
selanjutnya disebut "Perjanjian" denWn Itetcntuan-ltetcnL~1~111 d:1n sy;~l-;11-synr;~t 
sebagai berilcut: 



BAB I 
'rUJU.4N PEMBERIAN tIIBAH 

Pasal 1 

Tujuan Pemberian Hibah ini adalah .................................................................. 

BAB I1 
JUMLAH HIBAH 

Pasa l2  

BAB 111 
HAK DAN KEWAJIBAN 

. Pasal 3 

(1) PIHAK I<ESATU memberikan hibah berbentuk uang/ barang/jasa ltepada 
PIH AK KEDUA - . sejumlah Rp. ........ ,- 
(.......... rupiah)/berupa ............. sebanyak ...(...) unit dengan syarat-syarat dan 
ketentuan-ke tentuan sebagaimana dican tumltan dalam Perjanj ian ini. 

(2) Rencana peruntukan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diuraikan dalam bentuk proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dari 
PIHAK I<ESATU dan dijadikan sebagai Lampiran Perjanjian yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

(3) Jumlah hibah yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIH.4lC KESATU 
merupakan realisasi hibah dari PIHAK I<ESATU kepada PIkIAI< ICEDUA 
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dacrah I<oLu SawahlunLo 
Nomor ...... Tahun ........ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran.. ....... , ~ e r a t u r a n  Walikota Sawahlunto 
Nomor .......... Tahun ....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran ...... ..., dan Keputusan Walikota Sawahlunto 
Nomor.. ..... .Tahun.. ....... tentang . Penerima I-Iibah Pemcrin tah Kota 
Sawahlunto Tahun Anggaran.. .. ....; 

(4) Setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAI< KEDUA dapat melakukan 
pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Prosedur 

(1) PIHAI< KESATU mempunyai hak: 
a. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan alas  pelaltsanaan kegiatan dan 

realisasi penggunaan hibah; 
b. Menerima laporan atas realisasi penggunaan hibah; 
c .  Menarik kembali uangldana .hibah apabila terjadi penyi~npangan ata: 

realisasi penggunaannya. 

' 

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak: 
a.menerima hibah scbagaixana dimaltsud clalam Pasrrl 2 ayat (1); 
b.menggunal<an hibah untuk menunjang kegiatan PIHAIC I<LTDUA sesui 

dengan proposal yang diajul<an oleh PII-IAI< KEDUA kcprl<:la PII-lAl< ICESAT' 
clan sesuni Itelentuun peraturan perundang-uncli~ng:lil. 

Pengelolaan Keuangan Daerah. . 
(5) Dalam ha1 terdapat sisa uang a tas  penggunaan hibah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I), PIHAK KEDUA dapat menggunalcan kembali sisa uang tersebut 
untuk rnengoptimalkan rnaksud dan  tu.juan sepanjang relevan dengan 
proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah dengan memberitahukan 
kepada TIHAK KESATU. 



BAB IV 
TATA CARA PENYALURAN HIBAI-I 

Pasal4 

- 

(1) Pencairan hibah b e n ~ p a  uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung 
(LS). ATAU hibah berupa uang dengan nilai sampai dengan lip. 5.000.000,- 
(lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui meltanisme tambah 
uang (TU). 

-.. 
(2) Penyaluran .dana bantuan hibah kepada penerima hibah sc-bugaimr~na 

dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penel-imaan uang. 

(3) PIHAK KESATU mempunyai Itewajiban: 
a. Memberikan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada 

PIHAK KEDUA; 
b. Melakukan evaluasi a tas  pemberian hibah lcepada PIHAIC K E D U A  untulc 

melihat efektivitas dan efisiensi hibah yang diberilcan. 
(4) PIHAK KEDUA mempunyaikewajiban: 

a. Bertanggungjawab atas  penggunaan uanglhibah yang diterimanya. 
b. Melakukan pengelolaan uaxlgldana hibah secara tertib administrasi, tertib 

hukum, transparansi dan akuntabel; 
c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibnh kepacla 

PIHAK KESATU sesuai den$gn proposal yang diajukan oleh PItlAI< K E D U A  
kepada PIHAI< ICESATU disertai bukli-bulcti lain sesuai ketcntunn 
peraturan perundang-undangan; 

d. Membayar pajak sesuai dengan !cetentuan peraturan perundang: 
undangan; 

e. Bekerja sama dengan PIHAI< KESATU sepenuhnya dan mencegah 
timbulnya keadaan atau hal-ha1 yang merugikan PIHAK KESATU yang 
berltaitan dengan perjanjian ini; 

f. Membebaskan, melindungi dan mempertahankan lcepentingan PItlAK 
KESATU dari setiap tindakan, klaim, dan tuntutan kerugian dari pihak laill 
yang diakibatkan dari kelalaian yang dilaltukan PIHAK KEDUA atau dilri 
pelaksanaan kegiatan oleh PIHA]< ICEDUA terkait dengan perjanjian ini; 

g. Mengembalikan danla tau  mengganti uang/dana hibah yang clibel-ikan 
PIHAK ICESATU kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi penyimpangan 
peruntukan hibah selain untuk keperluan sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) huruf b dan penyalahgunaan uang/clana hibah 
sebagaimana dimaltsud dalam Pasal 2 ayat (1) 

I 

BAB V 
TATA CARA PELAPORAN 

Pasal 5 

(1) Penerirna bnntuan i~ ibah  berupa uang menyarnpaikun laporan pcnggunaan 1 
hibah ltepada ltepala daerah melalui PPKD dengan ternbusan Icepacla SKPD 
terkai t. 

(2) Hibah berupa unng dicatat sebagai. realisasijenis belanja bantuan liepada 
PPKD clalam tahun anggnran berlcenann. 

(3) Penerima hibnh berupa barang menyampailcan lapol-:.~n pcngguna:ln hibah 
kepada kepala daersrl? melalui SKPD terkait. 

(4) Hibah berupa barang dicatat sebagai realisasi obyck belacja hibah pada jenis 
belanja barang dan jara dalam program dan kegiatnn pada SKPD terltait. 

(5) Menyampailcan laporan pertanggungjawaban penggunaan I-ribuh kcpacla 
PIHAK PERTAMA melalui SIWD terkait rangltap 2 (dua), asli disr~mpaikan ke 
DPPIWD I<ota Sawahlunto selambat-lambatnyc~ 1 (satu) hulan sctclch Iwgitnn 
selesai. 

(6) Untulc pencairan dana hibah tahap beriltutnya II:~I-I.IS menyamp;~il<;tn I ~ I I ~ o ~ c ~ I ?  
- - - ~ e r t a n ~ ~ n ~ ; ~ ~ v ~ a l ~ a n p e n g g u n a a n  hiha11 tahap sebclumny~~.  

........................ 



BAB VI 
PEMERIKSAAN 

Pasal 6 

(1) Perneriksaan atas pcnggunaan ,i hibah dilaksanaltan sesuui l<ctentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2)Pemeriksaan atas pertanggungjawaban hibah dilaksanakan oleh 
instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(3) Terhadap dana hibah diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selain 
dilaksanakan pemeriksaan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaltsud 
pada ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan/audit oleh l<antor Akuntan Publilc 
yang pembiayaannya dibebankan kepada PIMAK ICEDUA. 

BAB VII 
LARANGAN 

Pasa l7  

PIHAK KEDUA dilarang: 
(1) Menggunakan peruntukan hibah selain untuk keperluan sebagaimana 

dimaksud dalarn pasa l3  ayat (2) huruf b; 
(2) Meyalahgunakan uang/dana hibah sebagaimana dimaltsud dalam pasal 2 

ayat(1)  
BAB VIII 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
Pasal 8 

( I )  Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengal; pelaksanaan Pcrjanjian ini, 
maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan 
mufakat. 

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesailtan secara musyawaral~ dan 
rnufakat, maka Para Pihalc sepakat un tuk  memilih domisili hulcum yang tetap 
di Kantor I<epaniteraan Pengadilan Neger 

r!  
-.. BAB IX . . 

ICETENTUAN PENUTIJP 
Pasal 9 

Hal-ha1 yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lte~nuclian oieh Para 
Pihak dalam Pedanjian Tambahan (addendum) yang mcrupakan bagian tidak 
terpisahlcan clari Perjai~jijin~~ ini. Demilcian Pcrja~~jiun I dibuat clan 
ditandatangani oleh Para Pihalc di Sawahlunto pada hari clan Lnnggal tersebut 
diatas, dibuat dalam rangkap' 6 (enam), 2 (dua) rangkap bermnterui cukup clan 
mempunyai kekuatan hokum yang sama, dipegang oleh masing-masing pihaic, 
dan sisanya dipegang oleh PIHAI< ICESATU untulc dipcl-g~inakun scbaguimana 
mestinya. 

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU 
LEMBAGA / ORGANISASI... PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO 

I .............. 
KETUA/ KEPALA.. 

. . ........ i 



IV. Contoh Format Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

PERUNTUKAN DANA HIBAH 

Besarnya Hibah: Rp. ........................... ..(. .................................................. 1 

I Peruntukan: 

3 ............................ 
4. .......................... .dst 

PIHAK KEDUA 

....................... ........................... 



I , -  

V. Format Berita Acara Penyerahan Hibah dalam bentuk Uang 
-1 

KOPDINASPENDAPATANPENGELOLAANKEUANGANDANASET 

BERITA ACARAPENYERAHAN HIBAH 
Nomor:. ................................. 

Pada hari h i . .  ......... tanggal. ..... bulan. ....... tahun.. ....... (. ..-. ..-20. .) bertempat 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota 
Sawahlunto, ltami yang bertanda tangan dibawah ini: 

I. Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat 

Selanjutnya disebut PIHAK I<ESATU 

11. Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

PIHAK KESATU telah mcnycrahkan hibah kepada PIMAI< ICEDUA sebesar Rp.. .... ..,- 
(...........rupiah) untuk digunakan sebagai ..................... 
Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan altuntabilitas, 
PIHAK ICEDUA wajib nlcnyampailtan laporan pertanggungjawaban penggunaan 
hibah tersebut kepada Pemerintah ICota Sawahlunto inclalui PI t l A l i  I<ESATU paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. 
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunaltan sebagaimana 
mestinya. 

PIHAK KEDUA PIHAK MESATU 
KETUA/ KEPALA ORGANISASI KEPALA DPPKAD KOTA SAWAHLUNTO 

INama I<epala DPPIWD) 
NIP ............................ 

1Nama Penerima I-Iibah) 



1 mat Berita Acara Penyerahan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa 

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN 

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH 
................................. Nomor:. 

1 Pada hari ini.. ......... tanggal.. .... bulan.. ...... tahun.. ...... .(. . .-. ..-20..) 
tempat ........... (SKPD) J1 ............ Icota Sawahlunto, kami yang bertanda tangan 

1 pawah ini: 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat 

tlanjutnya disebut PIHAK ICESATU 
I 

i 
Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat 

anjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 
I A K  KESATU telah menyerahkan .hibah kepada PIHAIC KEDUA berupa.. ...... 
'it/ satuanbarang/jasa u n  tuk digunakan sebagai.. ................... 
lanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan altun tabili tas, 
-IAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan 
>ah tersebut kepada Pemerintah Kota Sawahlunto inelalui PlHAK KESATU 
ling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. 
:miltian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
zstinya. 
1 

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU 
KETUAjKEPALA ORGANISASI KEPALA DPPKAD KOTA SAWAHLUNTO 

JNama Penerima Hibahl jNama Icepala DPPI<AD) 
NIP ............................ 



I 

VII. Format Berita Acara Hibah untuk hibah dana sharing 

KOPSKPDYANGBERSANGKUTAN 

- .  

I 
I 

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH I 

Pada hari ini. .......... tanggal.. .... bulan.. ...... tahun. ....... .(. . . .-20..) 
bertempat ........... (SIWD) Jl ............ Kota Sawahlunto, ltnlni yang IICI-tancla tangan 
dibawah ini: 

I .  Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat 

Selai~jutnya disebut PII-IAI< ICESATU 

11. Nama 
NIP 
Jabatan 
Alarnat 

(Nama Penerima Hibahl /Nama l<epala DPPIWD! 
............................ NIP 

Selanjutnya discbut sebagai PIHAK KEDUA 
...... PIHAIC ICESATU telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. .  

(.........rupiah) untuk diguriakan sebagai ..................... 

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan altuntabilitas, 
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan 
hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Sawahlunto melalui PIHAK KESATU 
paling lambat 1 (satu) b-ulan setelah kegiatan selesai. 
Demiltian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan scbagaimana 
mestinya. 

PIHAK KEDUA 
KETUA/ KEPALA ORGANISASI 

PIHAK KESATU 
KEPALA DPPKAD 

KOTA SAWAHLUNTO 



I 

i VIII. Contoh Format Pertanggungjawaban ~el'lerirna Hibah 

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH 
............................ PEMERINTAH KOTA KEPADA 

TAHUN ANGGARAN .......... 
1. DASAR HUKUM 

..... ...... 1. Iceputusan Waliltota Nomor.. .Tahui-~. ..ten tang Penerima Hibah 
.......... ........ Pemerintah I<ota Sawahlunto Tahun Anggaran .'l'ai~ggaI 

......... ........ 2. Perjanjian Hibah Noinor tanggal.. 
......... .......... 3. Beri ta Acnra Penyel-nh:ln 1-1 ibah Nomor.. ta~lggi~l. .  

11. LAPORAN KEGIATAN 
Terkait d a n a  hibah dari Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 

...... .. Anggaran 20.. . sebesar Rp.. .'. ,- (. ............ rupiah) atau unit/ satuan 
bcrang/jasa berdasarkan ICeputusan Waiikuta 

. ......... ......... Nomor.. .Tahun. tentang Penerima Hibah Pemerintah I<ota 
......... ............... Sawahlunto Tahun Anggaran.. tanggal ., kami telah 

melaltsanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang lcami ajultan yaitu 
sebagai beriku t: I 

. . 

Dari seluruh kegiatan yang sudah, dilaksafiakan, tuj uan penggunaan dana hi bah 
sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Hibah sudah tel-capai dengan indicator 
scbagai berikut: 

No. 

1 

2 
3 
4 
5'- 

2. ............................................ .; 
3. ............................................... 
4. Dst 

1II.LAPORAN KEUANGAN* 

Nama Kegiatan 

. . 
dst 

....... .......... Sesuai Peraturan Walikota Nomor Tahun fentang Tata cars1 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi H.ibah dan Bantuan Sosial, maka atas 
nilai hibah yang kami terima kami larripirltan bersama laporan ini: 

- Hasil Audit oleh ............. atas  penggunaan dana  hibah Tahun Aggaran 20 ... 
- Surat liesanggupan lcarni untv:kdiaudit ... , oleh instansi perneriltsa lerltait. 

I ' I 

.- . - - . . -- ... - .... -- - - - ... - . - .... I 

Sebagai bentuk pertznggungjawaban keuangan, berikut ltami sampaikan 
realisasi penggunaan dana , .hibah dari Pemerintah Kota Sawahlunto 
kepada.. .............. .pada Tahun . .  Anggaran 20.. . sebesar Rp.. ....... .,- 
I ............ rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

Rencana 
Waktu 

Sisa Anggaran 
Rp ......................... 

......................... Rp 

......................... Rp 

......................... Rp 

......................... Rp 

No. 
1 

2 
3 
4 

Ket. 
Target 

Realisasi 
Waktu Target 

Realisasi Anggaran 
Rp ......................... 
Rp ......................... 
R p ......................... 
Rp ......................... 

......................... Rp 

Nama Kegiatan 

dst 
JUMLAH 

Rencana Kegiatan 
Rp ......................... 
Rp ......................... 
Rp ....................... ;.. 
Rp ....................... 1. 

Rp .......... ; .............. 



Adapun terhadap sisa lebih anggaran sebesar Rp ..............., - (............rupiah), 
kami memberitahukan kepada pemberi hibah bahwa akan dimanfaatkan secara 
optimal un tuk  ltegiatan yang I-elcvan clengan p~-opos:ll hil~ull dnn Nask~~h  
Perjanjian Nibah. 1 
IV. PENUTUP I 

Demiltian Lapol-an Rcalisasi Penggunaan D a n a  I-Iibah Pcmcrintah I<ola 
Sawahiunto Tuhun Anggaran .... , ....... icepacia. ........... Icami buiii ciengan sebenar- 
benarnya. Kami menyatakan bahwa data yang kami sampailcan adalah benar dan 

i 
kami siap mempertanggungjawabkannya. 

Sawahlun to,. ....................... 
Penerima Hibah 

Keterangan: 
* Hanya dilaporkan oleh Penerima ~ i b a h  dalam ben tult uang 

IX. Contoh Format Fakta Integritas 

1 PAKTA INTEGRITAS I 
Kami yang bertanda tangan . ' ' d i b a ~ a h  ini, dalam ranglca Pen~berian Hibah 
Pemerintah Daerah kepada Lernbaga/Organisasi ..................... di I<ota 
Sawahlunto, dengan ini menyatakan bahwa k a r ~ i :  
1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui 
ada indikasi KKN dalam proses periggunaan dana hibah/Banluan Sosial ini; 

3. Dalam proses pemberian hibah"ini; berjanji alcan rnelaksanaltan secara bersih, 
transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala Itcmarnp~~an 
dan sumber daya seeara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai 
dari persiapan sampai pada pertariggungjawaban 1-1 ibah / BLIII~UC~II Sosiill ini, 
serta akan menggunaltan hibah / Bantuan Sosial sesuai dengan Naskah 
Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) / usulan; 

4. Apabila saya melanggar hal-ha1 yang telah saya nyatakan dalam PAi<TA 
INTEGRITAS h i ,  saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi 
serta dituntut ganti rugi dari pidana sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku. 

.............. Sawahlunto,. .20... 
Penerima Hibah/Bantuan Sosiai 



X. Contoh Format SUI-at Pernyntaan 

SURAT PERNYATAAN 1 
I .  Nama 

NIP 
Jabatan 
Alamat 

Berkenaan hibah yang ltami terima dari Pernerintah Kota Sawahlunto 
melalui SKPD/ DPPKAD*. ............... .Kota Sawahlunto untuk 
kegiatan.. ........... .sebesar Rp.. ......... .(. .. ;. ................ 1 

Dengan ini menyatakan bahwa: 
1. Penggunaan hibah / bantuan sosial dari Pemerintah Kota Sawahlunto telah 

sesuai dengan Kepu tusan Walikota Sawahlunto 
......... Nomor ............ tanggal.. .dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

Nomor.. ......... .& Nomor.. .............. tanggal.. ............. .20.. . 
2. Mempertanggungjawabkan Penggunaan ' ~ i b a h  / Bantuan Sosial sebagai 

Objek Pemeriksaan. 
I 

I Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya. I 
Sawahlunto,. .................. .20.. . 

Yang Menyatakan 



1 
XI. Contoh Format Bantuan Sosial Perorangan 

Sawahlunto,. ............... .20. 
Kepada Yth: 
Bplc. Walikota Sawa!~lunto 
d i 

Sawahlun to 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama 
Tempat, tanggal lahir 
Pekerj aan  
Alamat 
No. KTP 

Dengan mengajukan permohonan bantuan sosial berupa uang/barang sejumlah 
Rp ............., - / unit, yang akan dipetgunakan untuk hal-ha1 sebagai berikut: 

a. ............................... 
b ................................ 
C .  ............................... 
d. .............................. .dst 

Berkaitan dengan ha1 tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak berkenan 
untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian sosial tersebut diatas. 

Demikianlah permohonan kami, ata-s perkenan dan bantuan Bapak diucapl<an 
' t  

terima kasih. 

Mengetahui, 
.......... LURAH.. 

Kec.. ............... 

Hormat kami, 
Pemohon 



1 XII. Contoh Format Pcrmohonan Bantuan Sosial oleh Lembaga / I<elompok Sosial 

I KOP LEMBAGA I 
Sawahlunto, .................. .20.. . 1 
Kepada Y th: 
Bpk. Waliltota Sawahlunto 
Di 

Sawahlunto 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini: 
I.  Nama . . 

Tempat, tanggal lahir 
Pekerjaan 
Alamat 
No. ICTP 

............. Camat.. 
Mengetahui 

.......... Lu rah.. 

Tempat, tanggal lahir 
Pekerjzan 
Alamat 
No. KTP 

Dengan ini lcami mengajukan permohonan bantuan sosial berupa uang/barang 
sejumlah Rp .................... ,- / unit, yang akan dipergunakan untulc hal-ha1 
sebagai berihu t: 

-T 

Berkaitan dengan ha1 tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak 
berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian sosial tersebut. 

Dernikianlah permohonan kami, a tas  perkenan dan  bantuan Bapak 
diucapkan terima kasih. 

Pemohon I1 
Hormat kami, 

Pemohon I 

....................... ( ...................... I ( I 
.................. NIP. ................ NIP 

, . 
-. 



XIII. Contoh Format Laporan Periggunaan Dana Bantuan Sosial Oleh Penerima 
Bantuan Sosial 

YANG DITERIMA OLEH.. 
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANSOS BE!?LrPP. VANG 

.......................... 
TRIWULAN: .................. .TA.. .......... 

I 
.................. ., .............. .20.. . 
Kepada Y th: 
Waliltota Sawahlunto 
Di 

Tempat 

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan 
Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan ...... sej~imlah 
R p  ......... ..(. .................. rupiah) Dana. Bantuan Sosial yang lcami terima tclah 
digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut: I 

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, terima kasih. 

MNCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN. ....... 

Hormat Itami, 
Penerima Bansos, 

XIV. Contoh Format Kwitansi Dinas 

I(et. 

PEMERINTAH @ KOTA SAWAHLUNTO 

w 

KWlTANSl No. pada S.P.J 
M .A 

Sudah diterima dari ............................................................................ 

..................................................................................... Uang sejumlah (Rp) : Rp 
( ..................................... 1 

Sebab dari : ....................................... : .............. 
Diterima Tgl ...................... Setuju dibayar 
Dibayar KUASA PENGGUNA ANGGARAN 
Dibukukari Tgl ......................... 
No. Folio Buku Kas ................... 
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima ......................... 
dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai NIP ..................... 
barang inventarislstock dalam daftar inventarislstock Lunas lgl .................... 

.................... Bendaharawan Nama Terang:. .* 
No ............... ..T(JI.. ............ 
Oleh:.. b ............................. ..................... 

I 
NIP 

I 
................ .... - I 

Jumlah No. 
1 

2 
3 
4 

Penggunaan , 
Makan dan minum anggota panti jompo 

Pengadaan Perabot Panti Jompo 

Pemeliharaan rumah panti jornpo 

dst 

TOTAL 



XV. Contoh Format Berita Acara Bantuan Sosial 

I 

I I KOP SKPD YANG RERSANGKUTAN 

I. N a r n a  1 NIP 
Jabatan 
Alamat 

Selanjutnya disebu t PIHAK .KESATU 

s 

11. Nama 
NIP 
Jabatan 
Alamat 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

BERITA Act;= PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL 
I 

Pada hari ini.. ............. tanggal.. ...... bulan. ....... tahun.. .......... bertempat di (loltasi 
SKPD), J1 ................ Kota Sawahlunto, kami yang bertanda tangan dibawah ini: 

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, 
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan 
Bantuan Sosial tersebut kepada, Pemerintah Kota Sawahlunto melalui PIHAK 
KESATU rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD selambat-selambatnya 1 
(satu) bulan setelah kegiatan selesai. 
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

I 

I 

I 

. --' 

PIHAKKEDUA . PIHAK KESATU 
Penerima Bansos ....... KEPALA DPPKAD KOTA SAWAHLUNTO 

PIHAK KESATU telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar 
Rp.. ........ (. . .:. ........... .) untuk digunakan sebagai.. ............................. 

lNama Kepala DPPIWD) 
.......................... NIP.. 
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PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO 

BADAN KESATUAN BANGSA, PULmK 
DAN PENANGGULANGAN BENCANA D A E W  

JI. Khatib Suloimon Sontur Kode Pos 27424 Telp. (0754) 61137Fax. f ' i i 4 , 6 2 4 b T  
I 
I 

REKOMENDASI 
Nomor : B.O~O/\U\/BKP-PBD/SWL/ZO~~ 

TENTANG 
lZlN MELAKSANAKAN PENELlTlAN 

Setelah rnempelajari Surat dari Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang Nornor : 507/UN35.2/PG/2012 
tanggal 7 September 2012 Perihal lzin Melaksanakan Penelitian, dengan ini kami Kepala Baban'kesbroan Bangsa, Politik dan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian yang 
dilakukan oleh : 

Narna 
Ternpat / Tgl Lahir 
Pekerjaan 
NIM/BP 
Alamat 
Lama Penelitian 
Judul 

Lokasiflempat Penelitian 

: MESA NOVlTA SARI 
: Kuranji / 2 1  November 1989 
: Mahasiswa 
: 12918/2009 
: Jalan Kakak Tua 25 B Air Tawar Barat Padang 
: 6 Bulan (27 September 2012 s.d 27 Maret 2013) 
: Pangarusutamaan Gender dalam Kebijakan Penge lo lm  K k r q i i  Tenon Silungkang UY 

Nagari Silungkang Kota Sawahlunto. 
: DPRD Kota Sawahlunto, Dinas Perindagkop Naker, Pengusaha/Perajin Tenun di Nagari 

Silungkang Kota Sawahlunto. 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Tidak boleh menyirnpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survcy yang akan dilaksanakan. 
2. Memberitahukan kedatangan dan maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat 

keterangan yang berhubungan dengan i t u  serta melaporkan dirl sebelum menlnggafkan a'aerah/ktasf penellrlan kepaab 
Pemerintah Daerah setempat. 

3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat. 
4. Menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikotra S-rrwdPlrmfro Cq. Gadan Kesatum 

Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahiunto. 
5. Bila terjadi penylmpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut 

kembali. 

1 
1 
1 

Demikianlah rekomenda3i izin kegiatan Peneiitian/Suwey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat 
dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu. 

Penan&ungjawab/ Ketua Tim 
Nama : NORA EKA PUTRI. S.IP, M.Si 
NIP : 198503122008122006 
Pangkat/Gol : Asisten Ahli Ill/a 

Sawahlunto, 27 September 2012 

Ternbusan : Dlsampaikan kepada Yth : 
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat, 

Cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas di Padang; 
2. Bapak Walikota Sawahlunto d i  Sawahlunto (sebagai laporan); 
3. Bapak Unsur Muspida se Kota Sawahlunto d l  Sawahlunto; 
4. Camat Silungkang d l  Kecamatan Silungkang; 
5. Kepala Desa Silungkang Oso d i  Silungkang Oso; 
6. Kepala Desa Silungkang DUQ d i  Silungkang Duo; 
7. Kepala Desa Sllungkang Tigo dl Silungkang Tigo; 
8. Kepala Desa Muaro Kalaban d i  Muaro Kalaban. 
9. Yang bersangkutan. 



KEMENTERIAN PENDlDlKAN DAN KEBUDAYAAN RI 
UNlVERSlTAS NEGERI PADANG 

LEMBAGA PENELITIAN 
Jln. Prof. Dr Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 251 31 Telp./Fax. 0751 - 443450 

E-mail : info@lemlit.unp.ac.id atau lpunp@yahm.com 

Nomor : 507/UN35.2/PG/20 1 2 
Lamp. : - 
H a l  : 1zin Melaksanokun Penelitinn 

7 September 2012 

Yth. : Kepala Badan Kesbanglimas Kota Sawahlunto 
Di 

Sawah Lunto 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan permohonan Peneliti Universitas Negeri Padang tanggal 3 September 2012, 
perihal seperti polcok surii. dengan ini kami nlohon kiranys Saudara memberi izin kepada yang 
bersangkutan: 

Nama : Nora Eka Putri,S.IP,M.Si 
NIP. :198503122008122006 
PangkatIGol : Asisten Ahli 1111 a 

Anggota : 1. Dra. Jumiati, hl.Si ( Anggota Peneliti) 
2. A h w d  Denni ( Mahasinva) 
3. Mega Novita Sari ( Mahasiswa ) 

Untuk mengumpulkan data penelitian : 

Judul : Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan 
Tenun Silungknng di Nagari Silungkang Kota Sawahlunto 

Lokasi : Kota Sawahlun to 

IVaktu : 6 Bulan 

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, karni sanlpai kan tcrinla kasi h. 

Dr. Alwen Bentri, M.Pd. 
1961 07221 98602 1002 



lnforman 
Ketua DPRD dan Komisi 
Terkait (Komisi yang 
menangani bidang 
ekonomi,dll) Kota 
Sawahlunto 

Pertanvaan Wawancara Penelitian 
1. Apakah peraturan perundangan yang menjadi 

rujukan dalam perumusan kebijakan berbasis 
gender di DPRD Kota Sawahlunto? 

2. Bagaimana proses pengarusutamaan gender 
dalam formulasi kebijakan di DPRD Kota 
Sawahlunto? 

3. Apakah ada Peraturan Daerah yang mengatur 
tentang pengarusutamaan gender dalam bidang 
ekonomi kerakyatan? 

4. Bagaimana bentuk kebijakan yang dirumuskan 
untuk mengelola kerajinan tenun Silungkang di 
DPRD Kota Sawahlunto? 

5. Apakah ada koordinasi antara Pemerintah Kota 
Sawahlunto dengan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat dalam pengelolaan kerajinan 
tenun Silungkang? 

6. Bagaimana alokasi anggaran bagi pengelolaan 
kerajinan tenun Silungkang oleh DPRD dan 
Pemerintah Kota Sawahlunto? 

7. Apakah terdapat kendala dalam perumusan 
kebijakan pengelolaan tenun Silungkang yang 
berbasis gender? 



1. Bagairnana pelaksanaan perdagangan dan 
industry kerajinan tenun Silungkang di Kota 
Sawahlunto? 

2. Apakah dalam proses tersebut rnemperhatikan 
nilai-nilai gender yang terkait dengan 
Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
"Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Daerah" 

3. Apa kendala yang dihadapi dalam 
mengimplementasikan pelaksanaan 
pengarusutamaan gender tersebut? 

4. Bagaimana upaya meningkatkan produksi dan 
pemasaran kerajinan tenun Silungkang oleh 
Pemerintah Kota Sawahlunto? 

5. Apakah Pemerintah memberikan bantuan modal 
kepada pengrajin tenun Silungkang? Bagaimana 
bentuk bantuan tersebut? 

6. Apakah ada program khusus Pemerintah Kota 
Sawahlunto dalam upaya memperkenalkan dan 
meningkatkan potensi kerajinan tenun 
Silungkang lebih luas? Misalnya pelaksanaan 
event kerajinan tertentu 

7. Dalam proses prosuksi atau pemasaran, apakah 
pemerintah bekerjasama dengan pihak lain 
(investor) untuk meningkatkan hasil kerajinan 
tenun Silungkang, sekaligus sebagai upaya untuk 
memperkenalkan tenun Silungkang lebih luas 
(nasional atau internasional)? 

8. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menjaga 
kelestarian tenun Silungkang termasuk 
melindungi hak cipta tenun Silungkang? 

9. Bagaimana persebaran tenaga kerja formal dan 
non formal di Kota Sawahlunto? 

10. Bagaimana potensi tenaga kerja perempuan 
dalam pengelolaan kerajinan tenun Silungkang? 

11. Bagaimana dukungan Pemerintah Kota 
Sawahlunto untuk meningkatkan potensi tenaga 
kerja perempuan dalam pengelolaan kerajinan 
tenun Silungkang? 

2 

3 

' Kepala Dinas 
Pertambangan, 
Industri, 
Perdagangan, 
Koperasi dan 
Tenaga Kerja 
Kepala Bidang 
Kota Sawahlunto 

Pegiat Kerajinan Tenun i Silungkang di Nagari 
1. Siapa yapg dominan melakukan proses 

pembuatan kerajinan tenun Silungkang, laki-laki 

I 
Silungkang 

3. Apakah pengrajin ikut memasarkan kerajinan 

atau perempuan? 
2. Bagaimana proses pembagian kerja termasuk 

tahapan kerja pembuatan kerajinan tenun 
Silungkang? 



1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto: Ali Yusuf 

2. Ketua Komisi Perekonomian, Industri terkait 

4 

3. Kepala Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja 

4. Kepala Bidang 

5. Pegiat Kerajinan Tenun Silungkang 

5. Ketua KAN Silungkang 

Tokoh Masyarakat 
Nagari Silungkang 

tersebut secara langsung?kenapa? 
4. Apakah kerajinan tenun yang dikelola berdiri 

sendiri (dikelola oleh masyarakat) atau disubsidi 
oleh Pemerintah Kota Sawahlunto? 

5. Apakah proses kerajinan tenun silungkang 
dilak~ikan secara turun temurun?atau ada 
organisasi tertentu yang mengkoordinir dalam 
proses produksi? 

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang 
keberadaan kampung wisata terkait dengan 
peningkatan produksi tenun Silungkang? 

2. Bagaimana dampak keberadaan kampung wisata 
bagi masyarakat di Nagari Silungkang terutama 
bagi pengrajin? 

3. Bagaimanakah penilaian masyarakat Nagari 
Silungkang khususnya jika kaum perempuan 
mengelola kerajinan tenun Silungkang secara 
mandiri? 
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UNlVERSlTAS NEGERI PADANG TAHUN ANGGARAN 2012 

No. : 41 91UN35.21PG12012 

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di 
bawah ini: 

1. Dr. Alwen Bentri, M.Pd : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang, 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia, Nomor: No. 421H351KP12010 tanggal 19 Apri! 201 0 
dalam ha1 ini bertindak atas nama Pemerintah Repu>!ik I~donesia, 
selanjutnya disebut PlHAK PERTAMA. 

2. Nora Eka Putri,S.IP.M.Si : Selaku Ketua Peneliti, beralamat di jurusan llmu Sosial Politik FIS 
dalam ha1 ini bertindak untuk dan atas nama penelitilkelompok peneliti, 
selanjutnya disebut PlHAK KEDUA. 

Kedua belah pihak berdasarkan kepada: 
1. Undang-undang Republik lndonesia No. 20 Tahun 2003 
2. Undang-undang Republik lndonesia No. 17 Tahun 2003 
3. Undang-undang Republik lndonesia No. 01 tahun 2004 
4. Undang-undang Republik lndonesia No. 15 tahun 2004 
5. Peraturar! Pemerintah Republik lndonesia No. 20 Tahun 2004 
6. Peraturan Pemerintah Republik indonesia No. 21 Tahun 2004 
7. Keputusan Presiden Rep2-4ublik IndPonesia No. 84IPITahun 2009 
8. Keputuisan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 182741A3.3.KU12005 
9. Keputuisan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 15 Tahun 2005 
10. Keputuisan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 4511A3.3.KU12005 
11. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Nomor: 06641023-04.2.01i0312012 tanggal 9 Desember 201 1 

PlHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Penugasan 
Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula dengar! ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut. 

Pasal 1 

(1) PlHAK PERTAMA memberi tugas kepada PlHAK KEDUA, dan P1HP.K KEDUA menerima tugas tersebut sebagai 
penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang berjudul Pengrusutamaan Gender dalam Kebijakan 
Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkang Kota Sawah lunto. 

(2) Pelaksanaan Penelitian DlPA Dosen Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (sat i~j  judtil 
dibebankan pada DlPA (Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Padang Nomor: 96641023- 
04.2.0110312012 tanggal 9 Desember 201 1 

(3) Nama dosenlpeneliti, judul dan besarriya biaya penelitian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) yang telah d~setujui 
untuk d~danai sebagaimana tercanturn dalarr, SK Pejabat PeniSuat Kon~itmer; Universitas Negeri Padang romor 
23611UN35il<U120i2 tanggal 18 Juni 2012. 

(4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA adalah mulai dari penandatanganan SP3 111: sampai 
dengan tanggal 21 Ncvember 2012: dengan rincian sebagai berikut : 

a) Penyerahan laporan kemajuan Pelaksanaan penelitian (rangkap 2j tanggal 4 September 2012 
b) Penyerahan Laporan Penggunaan Keuangari 70 (rangkap 2 )  ianggal4 September 2012 
c) Penyerahan laporan Akhir ( rangkap 5 j dan laporan penggunaan keuangan tanggal 21 November 2072 



(1) PlHAK PERTAMA memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar 
7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada DlPA UNP (Daftar lsian Pelaksanaan 
Anggaran) Nomor : 06641023-04.2.0110312012 tanggal 9 ~esember 201 1 . 

(2) Dana untuk pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PlHAK PERTAMA 
kepada PlHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Pembayaran tahap pertama 70 % sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangai oleh kedua belah pihak. 

b) Pembayaran tahap kedua 30 % sebesar Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan 
setelah PlHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan laporan penggunaan 
dana 70 % berikut bukti-bukti pengeluaran. 

c) Pihak Kedua menyerahkan Surat Pernyataan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan salinan laporan 
penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan 
kemajuan Pelaksanaan dan salinan berita Acara Serah Terima laporan Penggunaan Keuangan 70 %, pada 4 
September 201 2. 

d) PlHAK KEDUP. wajib menyimpan laporan kerriajuan pelaksanaan Penelitian, laporan penggunaan Keusngan: 
Berita Acara Serah Terima laporan Kemajuan pelaksanaan Penelitian dan Berita Acara serah terima laporan 
Penggunaan Keuangan 

e) PlHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban 
untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PlHAK 
PERTAMA 

f) PlHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakanke Kas Negara. 

g) Hal-ha1 dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN danlatau FPh rnenjadi 
tanggung jawab PlHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(1) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Ketua Peneliti sebagai berikut: 

Nama Ketua Peneliti : Nora Eka Putri. S.IP.M.Si 

Nomor Rekening : 2100.0210.1 7976-8 

Nama B a ~ k  : Bank Nagari Capem UNP 

Alamat Bank : Kampus UNP Air Tawar Padang , 
NPWP : 15.21 1.373.4-201.000 

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan danlatau tidak terbzyarnya sejumlah dana 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PlHAK KEDUA dalam mengisi 
data ! nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

(1) PiHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penelitian: 

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan: administrasi dan keuangan peksrjaan yang dimaksud 
pada Pasal l  ayat (1 ) 

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan nlengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk 
memperoleh paten danlatau publikasi dalam jurnal nasionallinternasional dan1atau teknologi tepat guna atau 
rekayasa sosial danlatau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1). 



(4) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan 
tridharma perguruan tinggi. 

(5) PlHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan output atau perkembangan perolehan paten danlatau publikasi 
ilmiah dalam jurnal nasioanallinternasional danlatau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial danlatau buku ajar 
seperti yang dimaksud jada ayat (3) secara berkala kepada PlHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada setiap 
akhir semester. 

!<'. .Y--L -..-- , I, I ~118u~lyd1ai-I ke PiHAK K E N A  sebayatrnana disebuiitan pada pasal 1 ayat (3) dibayarkan secara bertahap sesuai 
dengan kemajuan pelaksanaan penelitian. 

( 2 )  Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PlHAK PERTAMA 
dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip danlatau kaidah penelitian. 

(2) Keterlambatan penyerahan laporan hasil penelitian kepada Pihak Pertama selain dikenakan sanksi seperti yang 
tertera pada ayat 1 pasal 6 ini juga diberi peringatan dari Pihak Pertama. Jika Pihak Kedua telah diberi peiingatan 
sebanyak 3 kali masih belum meyerahkan laporan tersebut, maka Pihak Pertama akan melaporkan kepada 
pimpinan Universitas agar Pihak Kedua dikenakan sanksi Akademik atau Administratif sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

I 

(3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya haic untuk mengajukan 
usulan penelitian pada tahun berikutnya. 

(3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila 
telah mendapat persetujuan tertulis dari PlHAK PERTAMA 

(4) PlHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada PiHAK 
PERTAMA dengan penyertakan " softcopy" Laporan Hasil Penelitian dalam satu file dengan format "pdf " 

(5) TUGAS dan TANGGUNG JAWAB PlHAK KEDUA berakhir setelah menyerahkan laporan lengkap tanggal 21 
November 2012 sesuai dm jan  format yang ditentukan dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, yang berupa : 
a. Hardcopy laporan penelitian sebanyak 4 (empat) exemplar 
b. - bentuklukuran kertas kuarto 

- Warna cover (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan) 
- Di bawah bagian kulit ditulis "dibiayai oleh DlPA Universitas Negeri Padang sesuai dengan Surat Penugasan 

Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2012 Nomor: 4191UN35.2/PG12012 tanggal 25 
Juli 2012 

c. 2 (dua) keping CD yang berisi Executive Summary, abstrak dalam Bahasa lndonesia 
d. 2  (dua ) rangkap Laporan Keuangan 
e. Soft copy laporan penelitian. 

Pasal6 

( I )  Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PlHAK KEDUA belum menyerahkan Surat Pernyataan telah 
menyelesaikan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PlHAK PERTAMA, maka PlHAK KEDUA dikenakan denda 1 
460 ( satu permil ) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi- tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat 
Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan 
sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian . 

(4) PlHAK PERTAMA wajib mengirimkan hasil laporan penelitian kepada: 

a. Perpustakaan Universitas Negeri Padang 

b. Pusat Dokumentasi llmiah Indonesia (PDII) LIP1 

c. Badan Arsip, dan Perpustakaan Daerah Surnatera Barai 

(5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan oleti Lembaga Peneitian serla Seminar Hasil Penelitian 
dilaksanakan oleh Fakultas masing-masing. 



(1) Apabila ketua peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PlHAK PERTAMA wajib 
menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan mempakan salah satu anggota 
tim. 

(2) Apabila PlHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal(1) maka harus 
mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara. 

(1) Hak kekayaan lntelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasai 1 ayat 
( 2 ) ,  ayat (3), tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Hasil penelitian berupa peralatan danlatau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang 
dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. 

I Pasal 10 

Apabila teijadi perselisihan antara PlHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA dalam penugasan pelaksanaan penelitian ini 

I 

Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, PlHAK PERTAMA menerima lembaran pertama dan PlHAK KEDUA menerima lembaran kedua. 

akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Padang apabila tidak tercapai 
penyelesaian secara musyawarah. 

~ 

PlHAK KEDUA 
Ketua, 

Hal-ha1 lain yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini di atur kemudian oleh kedua belah 
pihak secara musyawarah. 

Nora Eka Putri, S.IP.M.Si 
NIP. 1985031 22008122006 

PlHAK PERTAMA 
, Ketua Lembaga Penelitian 

Dr. Alwen Bentri, M.Pd 
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KEMENTERIAN PENDlDlKAN NASIONAL RI 

I UNlVERSlTAS NEGERI PADANG 

I LEMBAGA PENELlTlAN 
JI. Prof. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telpl Fax. 443450 

E-mail info@lemlit.unp.ac.id Ipunp@yahoo.com 
. . . . - - , . -- -. - - -. - -. . . . . . . . . 

SURAT PERNYATAAN 

1 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Nora Eka Putri. S.IP.bl.Si 

N I P  : 198503122008122006 

JabatanIGolongan : Asisten Ahli / 3a 

Alamat : Jl Azizi Raya No 8 Andalas Padarig 

I Dengan i l l i  menyatakan bahwa penelitian saya berjudul : 

I "Pengrusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari 
Silungkang Kota Sawah lunto" 

yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Padang Nomor : 
06641023-04.2.01/03/2012 tailggal 9 Desember 201 1 ,  bersifat original dan belurn pernah 
dibiayai oleh lembagalsurnber dana lain. 

Bilaniana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka s a y  bersedia 
ditunrut dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ~nengembalikan selul-uh biri?a 
penelitian yang sudah diterima ke kas Negara. 

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

Mengetahui, Padang. 

'.Dr. Al\.ilen Bentri, M .Pd. 
NIP. 1961 0732 1986021 002 NIP. 198503 122008 122006 

* ) Ditnnda r:tnga:ii oleh Kerua Lernbaga Penelirian 
*') Ditandarn~~~~lni oleh Kerua Penelitia 
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